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ABSTRAK 

 

STRATEGI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 

NASIONAL PADA KEBIJAKAN PROGRAM BANGGA KENCANA 

DALAM MENEKAN ANGKA UNMET NEED DI KECAMATAN 

SENAPELAN KOTA PEKANBARU 

 

Oleh : 

 

AGUNG DWI ANANDA 

NIM 12070510751 

 

Sebuah negara akan mengalami kesulitan ketika memiliki populasi yang 

tidak terkendali, terutama negara berkembang. Tujuan program Bangga Kencana 

adalah untuk mencapai pemerataan dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk 

di seluruh Indonesia dengan menerapkan rencana untuk mengurangi tingkat 

kebutuhan yang tidak terpenuhi (Unmet Need). Tujuan utamanya adalah untuk 

menekan angka Unmet Need di Kecamatan Senapelan. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan teori Strategi menurut Mulgan 

(mencakup 5 indikator, yakni 1.Tujuan, 2.Lingkungan, 3.Pengarahan, 4.Tindakan 

and 5.Pembelajaran. Hasil penelitian ini yakni strategi pengendalian penduduk pada 

angka Unmet Need dengan strategi menekan angka Unmet Need dapat disimpulkan 

bahwa strategi yang dibuat sudah cukup layak untuk menghadapi permasalahan 

pengendalian penduduk hal ini terbukti bahwa sebelum adanya strategi Program 

Bangga Kencana ini Unmet Need mengalami penrunan dalam 3 bulan terakhir 

sekitar 13,22%  dan sekarang turun menjadi 12,29%. Faktor Penghambat 

merupakan faktor yang kurang dari segi Kesediaan Fasilitas, dan Kerjasamanya 

masyarakat dalam mengikuti Program Bangga Kencana, sedangkan Faktor 

Pendukung adalah faktor yang berasal dari, SDM, organisasi, sistem dan budaya. 

 

Kata Kunci : Strategi, BKKBN, Program Bangga Kencana, Unmet Need
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ABSTRACT 

 

THE STRATEGY OF THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY 

PLANNING AGENCY ON THE PROUD KENCANA PROGRAM POLICY IN 

REDUCING THE UNMET NEED RATE IN THE SENAPELAN SUB-

DISTRICT OF PEKANBARU CITY. 

 

By : 

 

AGUNG DWI ANANDA 

NIM 12070510751 

 

A country will experience difficulties when it has an uncontrolled 

population, especially a developing country. The goal of the Bangga Kencana 

program is to achieve equity in reducing the rate of population growth throughout 

Indonesia by implementing a plan to reduce the rate of unmet need. The main 

objective is to reduce the Unmet Need rate in Senapelan Sub-district. This research 

uses descriptive qualitative research methods. Based on the theory of Strategy 

according to Mulgan (includes 5 indicators, namely 1.Purpose, 2.Environment, 

3.Direction, 4.Action and 5.Learning. The results of this study, namely the 

population control strategy on the Unmet Need rate with a strategy to reduce the 

Unmet Need rate, can be concluded that the strategy made is feasible enough to 

deal with population control problems, this is evident that before the Bangga 

Kencana Program strategy, Unmet Need has decreased in the last 3 months by 

around 13.22% and has now dropped to 12.29%. Inhibiting factors are factors that 

are lacking in terms of availability of facilities, and community cooperation in 

participating in the Bangga Kencana Program, while supporting factors are factors 

that come from human resources, organization, systems and culture. 

Keyword: Strategy, Riau Province BKKBN, Bangga Kencana Program, Unmet 

Need
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penduduk adalah semua orang yang tinggal di lokasi tertentu untuk jangka 

waktu tertentu, yaitu, semua orang yang tinggal disana setidaknya selama enam 

bulan, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, sekelompok warga 

negara yang memiliki domisili atau lokasi dimana mereka dapat tinggal secara 

permanen disebut sebagai penduduk.  

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera memiliki relevansi yang 

tinggi dengan isu Unmet Need keluarga berencana (KB). Beberapa aspek relevan 

dari Undang-Undang ini yang dapat berdampak pada penanganan Unmet Need KB. 

Undang-Undang ini menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk 

secara seimbang dengan daya dukung lingkungan. Undang-Undang ini 

memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan program kependudukan dan keluarga 

berencana di Indonesia. Maka, penanganan Unmet Need dapat terintegrasi dengan 

baik dalam implementasi Program Bangga Kencana tersebut.   

Unmet need KB adalah salah satu masalah kependudukan yang memerlukan 

perhatian khusus dari tahun ketahun saat ini. Tingginya kejadian Unmet Need KB 

akan menyebabkan sulitnya pengendalian laju pertambuhan penduduk. Hal ini 

tentunya tidak disadari masyarakat. BKKBN telah berupaya untuk 

mensosialisasikan Program Bangga Kencana kepada masyarakat, namun 

kenyataannya masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menggunakan 

kontrasepsi padahal mereka masih memerlukan kontrasepsi tersebut (Unmet Need 
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KB). Unmet Need adalah wanita yang subur dan aktif secara seksual namun tidak 

menggunakan metode kontrasepsi, sedangkan mereka menyatakan tidak ingin 

punya anak lagi atau ingin menunda anak berikutnya.(Mertasari et al., 2021) 

Dalam rangka mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan sehat, 

pelayanan kesehatan keluarga berencana bertujuan untuk mengendalikan 

kehamilan bagi pasangan usia subur. Layanan keluarga berencana yang aman, 

efektif, dan terjangkau oleh masyarakat disediakan oleh pemerintah, yang juga 

memastikan bahwa staf, fasilitas, peralatan, dan obat-obatan yang diperlukan 

tersedia. kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (Unmet Need) sangat 

signifikan di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas ke layanan keluarga 

berencana. 

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk kebebasan untuk memilih 

kapan dan seberapa sering melakukan reproduksi yang dibantu secara medis. Hal 

ini tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009..  

Sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Program 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Dalam 

peraturan tersebut, pada pasal 2 menurunkan angka Unmet Need merupakan salah 

satu dalam pencapaian tujuan dari peraturan tersebut. 

 Pemerintah mengeluarkan program Bangga Kencana (Pembangunan 

Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) berdasarkan Peraturan Kepala 
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BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2020-

2024.  

Program pemerintah yang dikenal sebagai KKBPK (Kependudukan 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) diperluas pada tahun 2020 

dengan diperkenalkannya Program Bangga Kencana. Dengan adanya program 

keluarga berencana, tujuan awal program ini adalah untuk mengentaskan 

masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, KKBK berubah 

tampilan menjadi Bangga Kencana. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mengubah persepsi masyarakat terhadap BKKBN yang mereka yakini berpeluang 

merusak generasi karena slogannya, "dua anak lebih baik.".  

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya untuk menurunkan angka 

kelahiran melalui penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana. 

Pelaksanaan Program Bangga Kencana pada dasarnya merupakan proses 

pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengatur angka kelahiran dalam 

rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera. Seluruh masyarakat dan sektor-sektor 

pembangunan lainnya dilibatkan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana. 

 Program KB, atau yang saat ini disebut dengan Program Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) juga harus 

memperhatikan isu-isu kesetaraan gender dalam pengembangan kegiatan-kegiatan 

prioritasnya. Dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang 

telah ditetapkan. Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian 

Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang 
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tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan 

BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

Diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan 

Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 

2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut: 

1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat 

mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024. 

2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern 

Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan 

ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024. 

3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen 

pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024. 

4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age 

SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 

kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 

2024. 

5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada 

tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024. 

6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 

2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024. 

Pemerintah memprioritaskan penyelesaian masalah kependudukan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 
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"Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta 

mendukung Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" merupakan agenda 

utama dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (Bangga Kencana) sebagai penyalurnya. Penurunan kebutuhan KB yang 

tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi salah satu ukuran keberhasilan program ini 

Gambar 1.1.1. Perbandingan Unmet Need Provinsi Riau Tahun 2020 – 2022 

 

Sumber : LAKIP BKKBN 2022 
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Gambar 1.1.2. Perbandingan Target Unmet Need di Renstra 2024, Capaian 

Saat ini dan Standar Nasional Tahun 2022 

 

Sumber :  LAKIP BKKBN 2022 

 Dari grafik tersebut diketahui bahwa indikator sasaran strategis mengalami 

penurunan pada angka Unmet Need, yang dapat diartikan bahwa makin 

menurunnya persentase pasangan usia subur yang belum terpenuhi kebutuhan ber-

KB nya di Provinsi Riau. Sementara jika dibandingkan capaian Unmet Need tahun 

ini dengan Renstra 2020 – 2024, dimana berdasarkan target Renstra 2024 harapan 

Unmet Need berada di angka 7,40%. Jika dibandingkan dengan standar nasional, 

dimana Unmet Need nasional berada diangka 18,0 maka Unmet Need Riau hampir 

menyamai capaian Unmet Need nasional. 

 Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) didefinisikan 

sebagai persentase wanita dengan status kawin yang terdiri dari Tidak Ingin Anak 

Lagi (TIAL), Ingin Anak Tunda (IAT) dan hamil. Pada tahun 2022 ditetapkan 

indikator sasaran strategis untuk penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak 
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terpenuhi, yaitu sebesar 14,45 persen. Sementara hasil Pendataan Keluarga 

BKKBN 2022 diketahui angka Unmet Need di Provinsi Riau sebesar 18,3%  

 Bila Unmet Need KB tidak segera ditangani maka Wanita usia reproduksi 

yang tidak menggunakan KB berpeluang besar untuk hamil dan mengalami 

komplikasi dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas seperti aborsi karena 

unwanted pregnancy, melahirkan terlalu banyak maupun komplikasi penyakit 

selama kehamilan, penyulit saat persalinan dan komplikasi masa nifas (Resti et al., 

2019) 

Menekan angka Unmet Need KB merupakan langkah penting karena hal ini 

membawa sejumlah manfaat baik bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun 

pembangunan nasional. Menekan angka Unmet Need KB dapat membantu 

mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, dapat mengurangi 

resiko kesehatan ibu dan anak, termasuk komplikasi kehamilan, kematian, dan 

masalah kesehatan bayi dan anak (stunting). Menekan Unmet Need KB dapat 

membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang 

terkendali dapat mencegah tekanan berlebih pada sumber daya alam, lingkungan, 

dan infrastruktur. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi 

dan layanan KB, keluarga dapat merencanakan kehamilan dengan lebih baik. Ini 

memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian dan sumber daya yang lebih 

baik kepada setiap anggota keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga secara 

keseluruhan. Menekan Unmet Need KB berkontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan dengan menciptakan populasi yang lebih terkendali, ramah 

lingkungan, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. 
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Tabel 1.1.1. Data Penduduk Kota Pekanbaru per Kecamatan tahun 

2021-2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2021-2023 dapat dilihat bahwa 

adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Dan ini tentu memiliki 

keterkaitan dengan Unmet Need. Jika Unmet Need berhasil diturunkan maka tentu 

akan berdampak positif terhadap pengendalian jumlah penduduk. Unmet Need 

sangat berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Ketika pasangan atau 

individu yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tidak menggunakan 

metode kontrasepsi ataupun KB, tingkat fertilitas cenderung lebih tinggi. Hal ini 

mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. 

No Kecamatan 2021 2022 2023 

 
1 Sukajadi 49.597 49.158 48.026  

2 Pekanbaru Kota 27.643 27.339 26.744  

3 Sail 25.290 25.995 25.999  

4 Lima Puluh 45.578 45.433 45.021  

5 Senapelan 39.819 39.220 38.390  

6 Rumbai Barat 25.755 27.601 29.205  

7 Bukit Raya 104.348 106.273 107.347  

8 Binawidya 75.188 78.078 80.132  

9 Marpoyan Damai 146.130 148.974 150.313  

10 Tenayan Raya 111.286 114.275 116.014  

11 Payung Sekaki 99.909 100.343 99.589  

12 Rumbai 99.363 101.869 102.207  

13 Tuah Madani 143.821 154.653 161.132  

14 Kulim 48.741 53.770 57.603  

15 Rumbai Timur 32.521 34.346 35.626  

  TOTAL 1.074.989 1.107.327 1.123.348  
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Tabel 1.1.2. Jumlah PUS Menurut Status Unmet Need Pemutakhiran 

Pendataan Keluarga Tahun 2021-2023 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

1 SUKAJADI 4.632 1.646 4.238 1707 159 541 36,85% 9,66% 12,80%

2 PEKANBARU KOTA 2.006 1.163 2.024 747 122 176 37,24% 10,49% 8,70%

3 SAIL 2.233 0 2.232 698 0 185 31,26% 0,00% 8,30%

4 LIMA PULUH 3.425 2.558 3.162 1.193 566 540 34,83% 22,13% 17,10%

5 SENAPELAN 3.290 1.837 3.130 673 588 691 20,46% 32,01% 22,10%

6 RUMBAI BARAT 4.019 3.649 3.810 1.352 637 54 33,64% 17,46% 1,40%

7 BUKIT RAYA 11.794 6.447 12.258 4.229 455 1405 35,86% 7,06% 11,50%

8 BINAWIDYA 9.414 4.915 9.122 3.137 517 1372 33,32% 10,52% 15,00%

9 MARPOYAN DAMAI 16.532 7.263 16.649 6.258 587 2804 37,85% 8,08% 16,80%

10 TENAYAN RAYA 12.147 7.233 12.962 3.730 712 1906 30,71% 9,84% 14,70%

11 PAYUNG SEKAKI 10.468 4.573 10.121 3.725 1.098 2137 35,58% 24,01% 21,10%

12 RUMBAI 12.826 6.111 11.746 4.874 320 982 38,00% 5,24% 8,40%

13 TUAH MADANI 23.386 10.653 22.707 9.057 899 3705 38,73% 8,44% 16,30%

14 KULIM 10.493 3.736 10.141 3.399 440 1904 32,39% 11,78% 18,80%

15 RUMBAI TIMUR 5.537 4.169 5.711 1.818 349 446 32,72% 8,37% 7,80%

132.222 65.953 130.013 46.597 7.449 18.848 35,24% 11,29% 14,50%TOTAL

Jumlah PUS Jumlah Unmet Need Persentase (%)
No Kecamatan

Sumber: Aplikasi SIGA (Sistem Keluarga) BKKBN Provinsi Riau 

 Berdasarkan data, pada tahun 2021 Kecamatan Senapelan merupakan 

kecamatan yang paling terendah secara persentase angka Unmet Need yaitu 

20,46%. Berbanding terbalik dengan hasil pendataan pada tahun 2022 dan 2023, 

Kecamatan Senapelan merupakan Kecamatan yang paling tertinggi secara 

persentase angka Unmet Need nya yaitu pada tahun 2022 sebesar 32,01% dan pada 

tahun 2023 sebesar 22,1%. Pengamatan data secara persentase dikarenakan jika 

data diambil berdasarkan jumlah Unmet Need nya, maka otomatis wilayah yang 

PUS nya besar akan selalu tinggi angka Unmet Need nya. 
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 Setelah penulis melakukan Pra Riset di Kecamatan Senapelan, penulis 

mewawancarai salah satu PKB Kecamatan Senapelan yaitu Eko Prima Ningsih, 

beliau memberikan informasi penyebab tingginya angka Unmet Need di Kecamatan 

Senapelan yaitu pasangan usia subur saat ingin menggunakan salah satu jenis alat 

KB tetapi kurang mengetahui akses pelayanan KB sehingga mereka mengambil 

keputusan untuk menunda menggunakan KB. Hal ini juga terjadi karena masih 

rendahnya pengetahuan pasangan usia subur tentang KB. 

Dalam mengetahui Strategi BKKBN pada  Program Bangga Kencana dalam 

menekan angka Unmet Need yang ada di Kecamatan Senapelan telah dilaksanakan 

dengan baik. maka penulis tertarik untuk mengaitkan program tersebut dengan 

menggunakan teori Geoff Mulgan. Hal itu bertujuan untuk melihat Strategi program 

tersebut jika dikaji melalui Teori Geoff Mulgan beserta indikator-indikator yang ada 

didalamnya 

 Dari uraian di atas,. Maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana strategi 

BKKBN dalam menekan angka Unmet Need khususnya di Kecamatan Senapelan. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Pada Kebijakan 

Program Bangga Kencana Dalam Menekan Angka Unmet Need Di Kecamatan 

Senapelan Kota Pekanbaru “ 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum penelitian 

difokuskan bagaimana strategi BKKBN dalam menekan angka Unmet Need di 

Kecamatan Senapelan. Secara khusus penelitian ini dirumuskan dalam beberapa 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Strategi BKKBN pada kebijakan Program Bangga Kencana dalam 

menekan angka Unmet Need di Kecamatan Senapelan?  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Strategi BKKBN pada kebijakan 

Program Bangga Kencana dalam menekan Angka Unmeet Need di Kecamatan 

Senapelan? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Seperti halnya kegiatan penelitian ini, setiap usaha yang dilakukan oleh 

setiap orang pada dasarnya harus memiliki tujuan. Berikut ini adalah tujuan 

penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas: 

1. Untuk mengetahui Strategi apa saja yang telah dilakukan oleh BKKBN melalui 

Program Bangga Kencana agar angka Unmet Need di Kecamatan Senapelan 

menurun agar pertumbuhan penduduk menjadi seimbang . 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat terkait Strategi 

BKKBN melalui Program Bangga Kencana dalam Menekan Angka Unmet 

Need di Kecamatan Senapelan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat untuk BKKBN 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran 

mengenai strategi dan upaya yang dilakukan oleh BKKBN dalam menekan 

angka Unmet Need di Kecamatan Senapelan 

2. Manfaat untuk masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar 

akan manfaat keluarga berencana dan dampak dari ledakan penduduk, yang 

dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti ekonomi dan kepadatan 

penduduk yang tidak merata tersebut dapat diatasi. 

3. Manfaat bagi institusi Pendidikan  

Menjadi sumber informasi bagi mahasiswi tentang pentingnya memahami 

Unmet Need KB pada Pasangan Usia Subur (PUS), serta memberikan referensi 

pendidikan dan bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Pekanbaru 

4. Manfaat bagi Tempat Penelitian  

Sebagai bahan masukan bagi di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan 

Senapelan agar lebih memperhatikan serta memberikan pendidikan kesehatan 

pada PUS tentang Unmet Need keluarga berencana dan berupayan memberikan 

konseling kepada masyarakat berkaitan dengan Unmet Need keluarga 

berencana 
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1.5. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan tentang berbagai teori, konsep 

operasional/variabel penelitian, kerangka berpikir, dan konsep 

operasional, sehingga dapat ditarik suatu hipotesa. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat lokasi 

penelitian, struktur organisasi lokasi penelitian, visi misi lokasi 

penelitian, serta kegiatan/ gambaran umum terkait objek penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas analisa data tentang lingkungan kerja, 

produktivitas karyawan, dan pengaruh lingkungan kerja terhadap 

produktivitas karyawan. 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisa kesimpulan yang ditarik 

dalam bentuk kesimpulan dan sekaligus memberikan saran sebagai 

masukan kepada lokasi penelitian. 



15 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1. Kebijakan Publik 

 Isitilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan 

istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang 

ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Otoritas yang diperlukan 

untuk membangun bentuk pemerintahan yang demokratis dipegang oleh 

pemerintah dalam hal kebijakan publik. Karena keinginan masyarakat dan 

kebijakan yang dikeluarkan harus hidup berdampingan secara harmonis, maka 

berfungsinya sistem pemerintahan ini membutuhkan kerangka kerja kelembagaan. 

Pemerintahan yang demokratis memastikan bahwa semua kebijakan relevan 

dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat dan kebijakan yang berasal dari 

keterlibatan masyarakat dikelola secara bertanggung jawab, terbuka, dan untuk 

kepentingan masyarakat. 

 Menurut Syafiie dalam (Tahir, 2011) mengemukakan bahwa kebijakan 

(policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena 

kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai 

situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie 

mendefenisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah 

karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu 

keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya 

kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. 

 Menurut Thomas R Dye public policy is whatever governments choose to 

do or not to do (Dye, 2017). Kebijakan Publik  adalah apapun yang dipilih oleh 
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pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan apabila pemerintah memilih 

untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang hendak dicapai (objeknya) 

karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan 

semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah 

saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk 

kebijaksanaan negara. Alasannya adalah karena "sesuatu yang tidak dilakukan" 

oleh pemerintah akan tetap memiliki pengaruh, seperti halnya "sesuatu yang 

dilakukan". Lebih dari sekadar mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik mencakup berbagai macam tindakan 

yang merupakan kepentingan publik. Hal ini juga terjadi pada kebijakan menurut 

Dye. 

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008) 

mendefinisikan kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa 

program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. 

James E. Anderson sebagaimana dikutip Irfan Islamy (2009: 17) 

mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed 

by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” 

(Serangkaian tindakan yang mempunyaitujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu 

masalah tertentu). 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi 

Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa 

yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yangdiusulkan atau dimaksudkan. 
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Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) 

dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai 

alternatif yang ada.  

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga 

menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan 

yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka 

yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat 

kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah 

kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan 

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk 

melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik tidak hanya harus membahas apa yang seharusnya 

dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga harus membahas apa yang seharusnya tidak 

dilakukan. Karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah mempengaruhi 

masyarakat dengan cara yang sama, baik ketika keputusan tersebut dilaksanakan 

atau tidak. Seorang aktor politik atau sekelompok pemain politik membuat 

kebijakan sebagai respons terhadap isu-isu yang muncul dalam skenario tertentu. 

Dalam menjalankan sebuah program kebijakan publik tentu diperlukan adanya 

strategi untuk mencapai keberhasilan dari program tersebut. 

2.2. Pengertian Strategi 

Kata “strategi” berasal dari Yunani yaitu “stratogos” yang terdiri dari dari 

2 suku kata yaitu stratos yang berarti Militer dan Ag yang berarti memimpin. Pada 

konteks permulaanya, strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan 
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oleh para jendral dalam membuat rencana menaklukan atau mengalahkan musuh 

guna meraih kemenangan dalam perang. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal 

apabila istilah ini sangat dekat dengan dunia milter dan politik.(Menurut Nugroho 

dalam Sari, 2021) 

Saat ini, penerapan strategi tidak hanya diterapkan pada kalangan militer 

saja, strategi juga diterapkan disemua sektor seperti sektor ekonomi, politik, 

Kesehatan, pelayanan publik dan masih banyak yang lainnya. Dengan kata lain, 

strategi bukan hanya digunakan pada sektor bisnis saja akan tetapi juga diterapkan 

pada organisasi sektor publik.(Surya, 2016)  

Stephanie K. Marrus merumuskan bahwa strategi merupakan proses yang 

digunakan untuk mencapai tujuan utama yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

suatu organisasi yang direncanakan oleh petinggi organisasi tersebut dengan 

meliputi penyusunan cara atau upaya tercapainya tujuan tersebut.(Zein & Sari, 

2022) 

Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu organisasi, serta 

pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai 

tujuan organisasi(Menurut Santoso & Darwanto dalam Marita et al., 2021).  

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, tentunya dibutuhkan 

adanya suatu strategi. Hal ini terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen 

rencana strategi (Renstra).  
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Menurut Kaplan dan Norton, strategi mendeskripsikan bagaimana 

perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, 

pelanggan dan masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri 

sendiri, ini adalah salah satu langkah dalam sebuah kontinum yang logis yang 

menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor. Strategi dikembangkan 

dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang 

ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan kemampuan internal (Kaplan & Norton, 

2004). 

Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan 

diterapkan oleh setiap manajer atau pimpinan. Strategi merupakan terminologi yang 

digunakan luas oleh organisasi laba (profit oriented), yang kemudian dalam 

perkembangannya digunakan pula oleh organisasi publik lainnya, baik disektor 

birokrasi pemerintahan maupun oleh kalangan organisasi voluntir (Sellang et al., 

2019) 

Geoff Mulgan dalam (Mulgan,2009) yang menyatakan, “Public strategy is 

the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves 

public goods”. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicara 

mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan 

(pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur 

kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang 

bertujuan untuk kepentingan publik. Mulgan (2009:1) mengemukakan bahwa 

strategi publik memberi arah bagaimana pemerintah berfikir dan bertindak. Strategi 
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terbaik yaitu memberikan kejelasan kepada pemerintah tentang apa yang akan 

dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Pandangan Mulgan tersebut di atas 

mengandung arti bahwa strategi dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan pemerintah 

yang memuat ide-ide dan gagasan-gagasan dalam 

Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi 

pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: Purposes (Tujuan), Environtment 

(Lingkungan), Direction (Pengarahan), Action (Tindakan), dan Learning 

(Pembelajaran). Jika peneliti perhatikan dari kelima komponen yang diutarakan 

oleh Mulgan, semua komponen tersebut memiliki unsur yang kuat, yang tidak lain 

untuk membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan. 

Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi kebijakan 

publik yang jelas berbeda dengan strategi perusahaan.  

 Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk menggunakan teori dan 

komponen yang diutarakan oleh Geoff Mulgan. di mana dari teori dan kelima 

komponen di atas, memiliki pendekatan baik secara masyarakat dan pemerintahan 

dalam merancang strategi dan mengimplementasikan strategi yang dibuat untuk 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti memiliki 

beberapa sub indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh 

Geoff Mulgan, sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini:                                                  

                                          

1. Purposes (Tujuan). Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu 

organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa 

depan sebagai upaya bersama untuk itu. Dari tentang tujuan tersebut dapat kita 
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ketahui bahwa untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan Kerjasama untuk 

menjalankan dan mengimplementasi strategi tersebut agar berjalan dengan baik 

2. Environtment (Lingkungan), Yang menyatakan bahwa indikator dari sebuah 

lingkungan dapat diukur dari changes in ambitient conditions (perubahan yang 

terjadi pada kondisi sekitar). 

3. Direction (Pengarahan), yang merupakan “usaha menggerakkan anggota-

anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha 

untuk mencapai sasaran instansi dan sasaran anggota-anggota instansi tersebut oleh 

karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut  

4. Action (Tindakan), mengemukakan bahwa suatu tindakan yang jelas, terdapat 

kebijakan yang berguna untuk membujuk orang agar ikut berkomitmen..  

5. Learning (Pembelajaran), Suatu langkah guna mengidentifikasi strategi, setelah 

itu meninjau kendala-kendala dan memunculkan solusi dari kendala tersebut. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, strategi dapat dipahami sebagai 

sebuah rencana yang dibuat oleh manajemen puncak (Top Management) untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini dapat mencakup tujuan, pedoman, 

dan langkah-langkah yang harus diambil oleh sebuah organisasi untuk tetap 

bertahan dan menjadi kompetitif tetapi yang paling penting adalah harus memiliki 

keunggulan kompetitif untuk membuat organisasi menjadi lebih kompetitif. Karena 

strategi adalah langkah pertama untuk memahami dan mengimplementasikan 

rencana, sebuah organisasi pasti akan mendapatkan banyak manfaat dari metode 

pemikiran strategis ini. 
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2.3. Program Bangga Kencana 

Laju peRrtumbuhan peRnduduk yang sangat tinggi yang meRmunculkan jumlah 

peRnduduk ini tidak diragukan lagi meRmiliki dua dampak: di satu sisi, dapat meRnjadi 

keRkuatan beRsar bagi IndoneRsia; di sisi lain, hal ini meRningkatkan beRban neRgara dan 

meRnimbulkan masalah-masalah lain di samping beRban neRgara. 

 Banyaknya jumlah peRnduduk yang tidak diseRrtai deRngan keRteRrseRdiaan 

lapangan peRkeRrjaan yang mampu meRnampung seRluruh angkatan keRjra bisa 

meRnyeRbabkan teRrjadinya peRngangguran, kriminalitas yang beRrsinggungan pula 

deRngan rusaknya moralitas masyarakat. (Arif Fatrurrahman, 2011) 

PeRmeRrintah meRmbuat beRbeRrapa langkah untuk meRmpeRrlambat peRrtumbuhan 

populasi untuk meRnceRgah leRdakan populasi yang leRbih beRsar kareRna hal ini teRrkait 

deRngan beRban neRgara untuk meRnyeRdiakan standar hidup yang layak bagi seRtiap 

peRnduduknya. PeRmeRrintah meRnggunakan program Bangga KeRncana, yang dikeRnal 

seRbagai program KB (KeRluarga BeRreRncana), seRbagai salah satu programnya.  

KeRpeRndudukan, keRluarga beRreRncana, dan peRmbangunan keRluarga seRmuanya 

teRrmasuk dalam program Bangga KeRncana (KB). Program ini meRrupakan inisiatif 

BKKBN yang beRrtujuan untuk meRmbangun keRluarga-keRluarga yang baik di 

IndoneRsia. MeRngeRndalikan laju peRrtambahan peRnduduk, meRndorong pasangan 

untuk meRreRncanakan masa deRpan, meRmiliki anak, meRmpeRrtimbangkan jarak 

keRlahiran, meRmprioritaskan peRndidikan, dan faktor lainnya, adalah salah satu tujuan 

program ini dalam rangka meRnciptakan keRluarga yang beRrkualitas. 

Tujuan dari program "Bangga KeRncana" adalah untuk meRnurunkan proporsi 

peRrnikahan usia muda dan peRrnikahan yang dilakukan oleRh pasangan di bawah 20 
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tahun. SeRlain meRndorong akseRptor untuk meRnggunakan alat kontraseRpsi, program 

"Bangga KeRncana" juga meRnjalankan inisiatif peRningkatan peRndapatan beRrsama 

meRlalui koordinasi dan sineRrgi deRngan peRmeRrintah daeRrah. Tujuan dari peRrtumbuhan 

geRrakan keRluarga beRreRncana nasional adalah untuk meRningkatkan kualitas sumbeRr 

daya manusia yang teRrseRdia. 

2.4. Keluarga Berencana (KB) 

 MeRnurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, keRluarga beRreRncana 

dideRfinisikan seRbagai upaya meRngatur jumlah anak yang dilahirkan, jarak dan usia 

ideRal meRlahirkan, seRrta meRnjarangkan keRhamilan meRlalui promosi, peRrlindungan, 

dan bantuan seRsuai deRngan hak-hak reRproduksi untuk meRwujudkan keRluarga yang 

beRrkualitas. DeRfinisi KB ini meRngalami peRrubahan dari Undang-Undang No. 10 

Tahun 1992 yang meRndeRfinisikannya seRbagai upaya peRningkatan keRpeRdulian dan 

peRran seRrta masyarakat meRlalui PeRndeRwasaan Usia PeRrkawinan, PeRngaturan 

KeRhamilan, PeRningkatan KeRtahanan KeRluarga, dan PeRningkatan KeRseRjahteRraan 

KeRluarga untuk MeRwujudkan KeRluarga KeRcil Bahagia dan SeRjahteRra. 

Tujuan umum program KB adalah meRmbeRntuk keRluarga keRcil seRsuai deRngan 

keRkuatan sosial eRkonomi deRngan cara peRngaturan keRlahiran anak agar dipeRroleRh 

suatu keRluarga bahagia dan seRjahteRra yang dapat meRmeRnuhi keRbutuhan 

hidupnya.(SarieRstya, 2014) 

 BeRrbagai deRfinisi dicantumkan dalam Undang-Undang ReRpublik IndoneRsia 

Nomor 52 Tahun 2009 teRntang PeRrkeRmbangan KeRpeRndudukan dan PeRmbangunan 

KeRluarga seRbagai landasan hukum. Dalam rangka meRwujudkan keRluarga keRcil, 

bahagia, seRjahteRra, KeRluarga BeRreRncana (KB) beRrtujuan untuk meRningkatkan 
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keRpeRdulian dan meRndorong peRran seRrta masyarakat dalam meRningkatkan 

keRseRjahteRraan keRluarga, meRningkatkan keRtahanan keRluarga, peRndeRwasaan usia 

peRrkawinan, dan peRngaturan keRlahiran. SeRlain undang-undang yang meRndeRfinisikan 

teRntang program KB, Hanafi Hartanto dalam (SoleRha, 2019) meRnjeRlaskan 

peRngeRrtian KeRluarga BeRreRncana (KB) seRbagai suatu ikhtiar atau usaha manusia 

meRngatur keRhamilan dalam keRluarga , seRcara tidak meRlawan hukum agama, undang-

undang neRgara dan moral pancasila, deRmi untuk meRndapatkan keRseRjahteRraan 

keRluarga khususnya dan keRseRjahteRraan bangsa umumnya. 

 KeRluarga beRreRncana (KB) meRrupakan salah satu keRbijakan keRpeRndudukan 

yang beRrtujuan untuk meRngeRndalikan kuantitas peRnduduk. KeRbijakan KB beRrtujuan 

untuk meRneRkan laju peRrtumbuhan peRnduduk hingga teRrcapai keRseRimbangan antara 

kuantitas dan kualitas peRnduduk. KeRbijakan teRrseRbut dianggap beRrhasil, teRrutama 

seRbeRlum tahun 2000, kareRna teRlah mampu meRneRkan tingkat keRlahiran. KeRluarga 

BeRreRncana beRrkeRmbang meRnjadi seRbuah geRrakan yang meRmbutuhkan partisipasi 

masyarakat untuk meRnyeRleRsaikan peRrsoalan keRpeRndudukan, utamanya peRngeRndalian 

peRnduduk.(Listyaningsih eRt al., 2016) 

 Program keRluarga beRreRncana seRbagian didasarkan pada Undang-Undang 

ReRpublik IndoneRsia Nomor 52 Tahun 2009 teRntang PeRrkeRmbangan KeRpeRndudukan 

dan PeRmbangunan KeRluarga. Pasal 20 sampai 29 paragraf keRdua teRntang keRluarga 

beRreRncana dalam undang-undang teRrseRbut yang teRrdapat dalam Bab VI teRntang 

PeRrkeRmbangan KeRpeRndudukan.  

Dari pasal ini jeRlas bahwa peRmeRrintah dalam meRlaksanakan program 

keRluarga beRreRncana meRneRtapkan keRbijakan keRluarga beRreRncana, yang beRrfungsi 
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seRbagai landasan hukum program. KeRbijakan keRluarga beRreRncana dibuat untuk 

meRmbantu pasangan yang sudah meRnikah atau calon pasangan untuk meRmbuat 

keRputusan dan meRnggunakan hak meRreRka deRngan teRpat 

2.5. Unmet Need 

 UnmeRt neReRd dideRfinisikan seRbagai keRlompok yang seRbeRnarnya sudah tidak 

ingin punya anak lagi atau ingin meRnjarangkan keRhamilannya sampai deRngan dua 

tahun, namun tidak meRnggunakan alat kontraseRpsi untuk meRnceRgah keRhamilannya. 

UnmeRt neReRd KB adalah wanita yang meRmbutuhkan KB teRtapi tidak teRrpeRnuhi. 

Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peRseRrta KB yang ingin meRnunda untuk meRmiliki 

anak seRlama dua tahun leRbih dan tidak ingin meRmiliki anak lagi meRrupakan sasaran 

peRlayanan KB yang beRlum teRrlayani.  

 MeRnurut BKKBN, keRbutuhan KB yang tidak teRrpeRnuhi atau UnmeRt NeRe Rd 

KB adalah preRseRntaseR peRreRmpuan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi, atau 

ingin meRnunda keRlahiran beRrikutnya, teRtapi tidak meRmakai alat atau cara KB.  

 BeRrdasarkan peRngeRrtian UnmeRt NeReRd dari beRbeRrapa sumbeRr teRrseRbut, maka 

dapat diambil keRsimpulan bahwa peRngeRrtian UnmeRt NeReRd adalah wanita usia subur 

yang beRrada pada usia 15-49 tahun yang seRdang ingin meRngontrol keRhamilannya 

(meRnunda, meRnjarangkan, meRngakhiri) teRtapi tidak meRnggunakan alat kontraseRpsi 

apapun, ataupun wanita yang seRdang hamil teRtapi keRhamilannya tidak dikeRheRndaki. 

2.5.1. Penyebab Tingginya Unmet Need 

 

Masalah teRrseRbut meRngacu pada kondisi saat pasangan yang ingin 

meRnghindari atau meRnunda keRhamilan tidak meRnggunakan meRtodeR kontraseRpsi 

apapun. BeRbeRrapa masalah utama teRrkait UnmeRt NeReRd KB meRliputi: 
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1. KeRteRrbatasan AkseRs teRrhadap KontraseRpsi. Banyak pasangan tidak meRmiliki 

akseRs yang meRmadai teRrhadap beRrbagai meRtodeR kontraseRpsi kareRna distribusi 

yang teRrbatas, biaya yang tinggi, atau keRteRrseRdiaan yang tidak konsisteRn. 

2. Kurangnya Informasi dan ERdukasi. Kurangnya peRngeRtahuan teRntang meRtodeR 

kontraseRpsi yang teRrseRdia dan cara peRnggunaannya yang beRnar dapat 

meRnyeRbabkan pasangan tidak meRnggunakan kontraseRpsi, meRskipun meRreRka 

ingin meRnunda atau meRnceRgah keRhamilan. 

3. Hambatan Sosial dan Budaya. Norma budaya dan agama seRring kali 

meRmpeRngaruhi peRrseRpsi dan sikap teRrhadap peRnggunaan kontraseRpsi, seRhingga 

banyak pasangan eRnggan atau meRrasa teRrteRkan untuk tidak meRnggunakan KB. 

4. Kurangnya Dukungan dari Pasangan atau KeRluarga. KeRtidakseRpakatan atau 

kurangnya dukungan dari pasangan atau anggota keRluarga dapat meRnjadi 

peRnghalang signifikan bagi individu yang ingin meRnggunakan kontraseRpsi. 

5. KeRteRrbatasan Layanan KeRseRhatan. Kualitas layanan keRseRhatan yang buruk, 

teRrmasuk kurangnya peRtugas keRseRhatan yang teRrlatih dan fasilitas yang tidak 

meRmadai, dapat meRnghalangi akseRs dan peRnggunaan kontraseRpsi. 

6. E RfeRk Samping dan KeRpeRrcayaan. KeRkhawatiran teRntang eRfeRk samping dan 

mitos seRputar kontraseRpsi dapat meRnghalangi orang untuk meRnggunakannya. 

Informasi yang salah seRring kali meRnyeRbabkan keRtidakpeRrcayaan teRrhadap 

meRtodeR kontraseRpsi yang ada. 

7. E Rkonomi dan KeRmiskinan. KeRteRrbatasan eRkonomi seRring kali meRnghalangi 

akseRs keR kontraseRpsi kareRna biaya yang harus dikeRluarkan. Di banyak teRmpat, 

meRtodeR kontraseRpsi tidak teRrjangkau oleRh orang-orang beRrpeRnghasilan reRndah. 
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MeRnangani masalah UnmeRt NeReRd KB meRmbutuhkan peRndeRkatan holistik 

yang meRncakup peRningkatan akseRs dan kualitas layanan KB, eRdukasi masyarakat, 

seRrta keRbijakan yang meRndukung hak reRproduksi dan keRseRhatan seRksual 

2.5.2. Pentingnya Menekan Unmet Need  

 

MeRneRkan "UnmeRt NeReRd" atau keRbutuhan yang tidak teRrpeRnuhi dalam 

keRluarga beRreRncana (KB) sangat peRnting kareRna beRbeRrapa alasan: 

1. KeRseRhatan Ibu dan Anak. MeRngurangi dan meRneRkan UnmeRt NeReRd KB dapat 

meRngurangi risiko keRhamilan yang tidak diinginkan, yang seRring kali teRrkait 

deRngan komplikasi keRhamilan dan peRrsalinan yang dapat meRmbahayakan 

keRseRhatan ibu dan anak. 

2. PeRngeRndalian PeRrtumbuhan PeRnduduk. DeRngan meRneRkan UnmeRt NeReRd KB, laju 

peRrtumbuhan peRnduduk dapat dikeRndalikan. 

3. KeRseRjahteRraan KeRluarga. PeRreRncanaan keRluarga yang eRfeRktif meRmungkinkan 

pasangan untuk meRreRncanakan dan meRnyeRdiakan yang teRrbaik bagi anak-anak 

meRreRka, baik dari seRgi eRkonomi, peRndidikan, maupun keRseRhatan. 

4. PeRnceRgahan Aborsi Tidak Aman. DeRngan meRneRkan UnmeRt NeReRd KB, angka 

keRhamilan tidak diinginkan beRrkurang, yang pada gilirannya dapat meRnurunkan 

jumlah aborsi tidak aman yang beRrisiko bagi keRseRhatan dan nyawa wanita. 

Upaya untuk meRneRkan UnmeRt NeReRd KB meRmeRrlukan peRndeRkatan yang 

kompreRheRnsif, teRrmasuk eRdukasi masyarakat, peRningkatan akseRs keR beRrbagai 

meRtodeR kontraseRpsi, dan dukungan keRbijakan yang meRndukung peRreRncanaan 

keRluarga yang seRhat dan beRrtanggung jawab. 
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2.5.3. Kategori Unmet Need KB 

KateRgori UnmeRt NeReRd dalam konteRks keRluarga beRreRncana (KB) meRrujuk 

pada pasangan atau individu yang tidak ingin hamil atau ingin meRnunda keRhamilan 

teRtapi tidak meRnggunakan meRtodeR kontraseRpsi. Dalam hal ini, UnmeRt NeReRd 

meRngindikasikan keRseRnjangan antara keRinginan untuk meRnghindari keRhamilan dan 

peRnggunaan alat kontraseRpsi. BeRrikut adalah kateRgori unmeRt neReRd dalam KB: 

1. UnmeRt NeReRd for Spacing. Pasangan atau individu yang ingin meRnunda 

keRhamilan atau meRngatur jarak keRlahiran anak teRtapi tidak meRnggunakan 

meRtodeR kontraseRpsi. 

2. UnmeRt NeReRd for Limiting. Pasangan atau individu yang tidak ingin meRmiliki 

anak lagi teRtapi tidak meRnggunakan meRtodeR kontraseRpsi. 

UnmeRt NeReRd dalam KB peRnting untuk diideRntifikasi dan diatasi kareRna 

meRmiliki implikasi signifikan teRrhadap keRseRhatan ibu dan anak, seRrta peRreRncanaan 

keRluarga seRcara keRseRluruhan. Program Bangga KeRncana beRrfokus pada meRngurangi 

UnmeRt NeReRd meRlalui eRdukasi, peRnyeRdiaan akseRs teRrhadap beRrbagai meRtode R 

kontraseRpsi, dan layanan keRseRhatan yang meRmadai. 

2.6. PUS (Pasangan Usia Subur)  

 Pasangan Usia Subur (PUS) meRmiliki reRntang usia antara 15 hingga 49 

tahun. KareRna faktanya bahwa seRtiap tindakan seRksual dapat meRnyeRbabkan 

keRhamilan, kateRgori ini teRrdiri dari pasangan yang meRlakukan aktivitas seRksual. 

PUS diantisipasi untuk seRcara progreRsif teRrlibat dalam keRgiatan keRluarga beRreRncana 

untuk seRcara langsung beRrkontribusi pada peRnurunan angka keRlahiran. 
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 Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu pasangan yang istrinya beRrumur 15-49 

tahun atau pasangan suami-istri beRrumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau 

istri beRrumur leRbih dari 50 tahun teRtapi masih haid (datang bulan). (Gusnita, 2021) 

2.7. Kontrasepsi 

 MeRnurut BKKBN KontraseRpsi beRrasal dari kata kontra, beRrarti “meRnceRgah” 

atau “meRlawan” dan konseRpsi yang beRrarti peRrteRmuan seRl teRlur yang matang dan seRl 

speRrma yang meRngakibatkan keRhamilan. KontraseRpsi adalah meRnghindari 

teRrjadinya keRhamilan akibat peRrteRmuan seRl teRlur matang deRngan seRl speRrma. MeRlalui 

promosi, peRrlindungan, dan bantuan peRmeRnuhan hak-hak reRproduksi, program 

KeRluarga BeRreRncana (KB) beRrtujuan untuk meRngatur keRhamilan, jumlah anak yang 

dilahirkan, jarak dan usia meRlahirkan yang seRsuai, seRrta teRrciptanya keRluarga yang 

beRrkualitas.KontraseRpsi meRrupakan komponeRn peRnting dalam peRlayanan KeRseRhatan 

reRproduksi seRhungga dapat meRngurangi risiko keRmatian dan keRsakitan dalam 

keRhamilan.(DeRwi. Y dan Aristya D.A, 2021)  

 SeRdangkan meRnurut KERME RNKE RS, KontraseRpsi adalah upaya untuk 

meRnceRgah teRrjadinya keRhamilan. PeRlayanan kontraseRpsi adalah peRnyeRdiaan atau 

peRmasangan alat kontraseRpsi dan keRgiatan lain yang beRrhubungan deRngan 

kontraseRpsi keRpada calon dan peRseRrta KB yang dilakukan di fasilitas peRlayanan KB.  

PeRnyeRleRnggaraan peRlayanan kontraseRpsi dilakukan deRngan cara yang dapat 

dipeRrtanggung jawabkan dari seRgi agama, norma budaya, eRtika, seRrta seRgi 

KeRseRhatan. (DeRwi. Y dan Aristya D.A, 2021)  

KontraseRpsi modeRrn dibeRdakan atas 3 yaitu:  
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1) kontraseRpsi hormonal, yang teRrdiri dari pil, suntik, implant/AKBK (Alat 

KontraseRpsi Bawah Kulit).  

2) IUD/AKDR (Alat KontraseRpsi Dalam Rahim).  

3) KontraseRpsi mantap yaitu deRngan opeRrasi tubeRktomi (steRrilisasi pada wanita) 

dan vaseRktomi (steRrilisasi pada pria) (Hartanto, 2004). 

2.8. Pandangan Islam terhadap KB 

Agama Islam meRrupakan Rahmatan lil 'alamin, meRnganjurkan untuk teRtap 

beRrpeRgang teRguh pada Al Qur'an dan Hadis seRbagai sumbeRr utama hukum Islam, 

teRrleRpas dari keRmajuan peRsat IPTERK. Banyak orang saat ini peRrcaya bahwa KeRluarga 

BeRreRncana (KB) hanya beRrfungsi untuk meRngeRksploitasi manusia, jarang seRkali 

peRngguna KB meRncoba meRtodeR alamiah seRndiri. seRbaliknya, meRreRka leRbih meRmilih 

untuk meRnggunakan alat kontraseRpsi. Namun, beRbeRrapa peRngguna KB masih 

meRnggunakan teRknik yang sudah ada seRjak zaman Nabi, seRpeRrti 'azl (Coitus 

InteRrruptus). 

 Salah satu tokoh Islam teRrkeRnal yang teRrlibat dalam keRbangkitan global 

hukum Islam adalah Dr. Yusuf al-Qaradhawi, seRorang ulama dan mufti. Untuk 

meRngatasi masalah yang dialami umat Islam di dunia konteRmporeRr, seRpeRrti KeRluarga 

BeRreRncana (KB), yang akan meRnjadi subjeRk peRneRlitian ini, ia teRlah meRlakukan 

ijtihad. Yusuf al-Qaradhawi dianggap seRbagai ulama dan ceRndeRkiawan Islam yang 

unik dan luar biasa. PeRrbeRdaan dan bidang keRahliannya teRrleRtak pada peRncapaiannya 

yang luar biasa dan dampak sosialnya yang tidak diragukan lagi 

MeRnurut SyeRkh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, program keRluarga 

beRreRncana dipeRrboleRhkan kareRna praktik 'azl (Coitus InteRrruptus), yang sudah ada 
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keRtika Nabi Muhammad SAW masih hidup, juga dapat diteRrima. MeRnurutnya, 

keRluarga beRreRncana hanya dapat diteRrima jika tujuan-tujuannya-meRnjaga 

keRseRlamatan agama, meRnyeRimbangkan keRbutuhan dan keRmampuan, dan meRnjaga 

keRseRhatan keRluarga-dipeRrhatikan. Faktor-faktor teRrseRbut, seRsuai deRngan firman 

Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4): 9 yang beRrbunyi: 

يَّة َ خَلْفِهِمَْ مِنَْ ترََكُوْاَ لَوَْ الَّذِيْنََ وَلْيخَْشََ اَ قوَْلَ  وَلْيقَُوْلوُْا اٰللََّ فَلْيَتَّقوُا عَلَيْهِمَْ  خَافُوْاَ ضِعٰف اَ ذرُ ِ  سَدِيْد 

Artinya: Dan heRndaklah takut (keRpada Allah) orang-orang yang seRkiranya meRreRka 

meRninggalkan keRturunan yang leRmah di beRlakang meRreRka yang meRreRka khawatir 

teRrhadap (keRseRjahteRraan)nya. OleRh seRbab itu, heRndaklah meRreRka beRrtakwa keRpada 

Allah, dan heRndaklah meRreRka beRrbicara deRngan tutur kata yang beRnar. 

 

 MeRnurut ayat ini, seRtiap orang harus meRmpeRrtimbangkan keRseRjahteRraan 

anak-anak meRreRka agar tidak meRnjadi umat yang leRmah atau bangsa yang leRmah. 

Yusuf al-Qaradhawi meRnyeRbutkan beRbeRrapa faktor beRrikut ini seRbagai motif untuk 

meRndukung keRluarga beRreRncana:MeRngkhawatirkan teRrhadap keRhidupan atau 

keRseRhatan si ibu apabila hamil atau meRlahirkan anak 

a. MeRngkhawatirkan bahaya hal-hal duniawi, yang teRrkadang dapat meRmbuat 

ibadah meRnjadi sulit dan meRmbuat individu meRnggunakan produk haram dan 

teRrlibat dalam peRrilaku teRrlarang khususnya untuk anak-anak meRreRka. 

KeRseRhatan dan peRndidikan anak-anak dipeRrtaruhkan dalam situasi ini. 

b. PeRmboleRhan meRlakukan ‘azl yang biasa teRrkeRnal dalam syara’ ialah kareRna 

meRngkhawatirkan kondisi peRreRmpuan yang seRdang meRnyusui akan hamil dan 

meRlahirkan anak baru.  

 Dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi meRnyeRtujui program 

keRluarga beRreRncana, teRtapi program ini hanya boleRh digunakan untuk seRmeRntara 

waktu dan deRngan niat yang baik. Yusuf al-Qaradhawi meRnggunakan meRtodeR 
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kognisi dalam istinbat hukumnya teRntang keRluarga beRreRncana, meRnyamakan 

hukumnya deRngan alat kontraseRpsi konteRmporeRr. Dia juga meRnawarkan peRrspeRktif 

alteRrnatif dan baru teRntang topik keRluarga beRreRncana (KB), yang pada saat itu 

meRnjadi sumbeRr peRrseRlisihan di antara para ahli hukum Islam. MeRnurut Yusuf al-

Qaradhawi, program keRluarga beRreRncana dipeRrboleRhkan. 

2.9. Penelitian Terdahulu  

 PeRneRlitian teRrdahulu yang digunakan seRbagai acuan bagi peRneRliti dalam 

meRlakukan peRneRlitian seRhingga peRneRliti mampu meRmpeRrkaya teRori yang digunakan 

dalam meRnganalisis peRneRlitian yang dilakukan. BeRrikut beRbeRrapa peRneRlitian 

teRrdahulu yang meRmpunyai reRleRvan deRngan peRneRlitian ini: 

 

 

 

Tabel 2.9.1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

1 E Rvi Hasnita  

Muhammad 

E RffeRndy  

Oktavianis 

(2019) 

Analisis Faktor 

MeRningkatnya 

UnmeRt NeReRd 

teRrhadap Sasaran 

Program  

KeRluarga 

BeRreRncana di 

Kota Solok 

Tahun 2019 

PeRneRlitian ini 

meRnyimpulkan bahwa 

teRrdapat peRrbeRdaan 

dalam cara peRlaksanaan 

program keRluarga 

beRreRncana di beRrbagai 

daeRrah, yang 

meRnyeRbabkan keRlompok 

masyarakat teRrteRntu tidak 

dapat meRnggunakan 

haknya. PeRrbeRdaan ini 

dapat dilihat dari 

peRrbeRdaan peRnggunaan 

kontraseRpsi di tingkat 

BeRrdasarkan 

hasil peRneRlitian 

ini,yang 

meRmbeRdakan 

deRngan 

peRneRlitian saya 

adalah teRrkait 

tujuan 

peRnulisan. ERvi 

DKK dalam 

peRneRlitiannya 

meRmbahas 
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kabupateRn/kota dan 

keRbutuhan KB yang tidak 

teRrpeRnuhi. 

PeRrbeRdaan cara 

peRlaksanaan program KB 

di beRrbagai daeRrah 

meRnyeRbabkan keRlompok 

masyarakat teRrteRntu tidak 

meRndapatkan haknya, 

seRbagaimana teRrlihat dari 

beRsarnya variasi 

peRnggunaan kontraseRpsi 

dan keRbutuhan KB yang 

tidak teRrpeRnuhi di tingkat 

kabupateRn/kota. Untuk 

meRngideRntifikasi 

variabeRl-variabeRl yang 

beRrkontribusi teRrhadap 

meRningkatnya unmeRt 

neReRd program KB di 

Kota Solok pada tahun 

2019, peRneRlitian ini 

dilakukan. PeRneRlitian ini 

meRrupakan jeRnis 

peRneRlitian deRskriptif 

analitik 

teRntang Faktor 

MeRningkatnya 

UnmeRt NeReRd. 

SeRdangkan 

peRnulis 

meRmbahas 

teRntang strateRgi 

untuk meRneRkan 

angka UnmeRt 

NeReRd meRlalui 

keRbijakan 

Program Bangga 

KeRncana 

 

2 Luh 

MeRrtasari  Ni 

Komang 

Sulyastini 

Wayan 

Sugandini 

(2021) 

IdeRntifikasi 

PeRnyeRbab UnmeRt 

NeReRd KB di DeRsa 

PeRgayaman 

KeRcamatan 

Sukasada 

KabupateRn 

BuleRleRng tahun 

2019 

 

 

Dari hasil keRsimpulan 

peRneRlitian ini adalah. 

InsideRn keRbutuhan yang 

tidak teRrpeRnuhi di 

BuleRleRng teRrdapat 200 

keRbutuhan yang tidak 

teRrpeRnuhi yang tidak 

dikeRtahui alasannya. 

MeRneRmukan alasan di 

balik tidak teRrpeRnuhinya 

keRbutuhan keRluarga 

beRreRncana di PeRgayaman 

adalah tujuan dari 

peRneRlitian ini. PeRneRlitian 

ini meRnggunakan meRtodeR 

kualitatif peRndeRkatan 

BeRrdasarkan 

hasil peRneRlitian 

ini,yang 

meRmbeRdakan 

deRngan 

peRneRlitian 

peRnulis adalah 

fokus meRmbahas 

strateRgi untuk 

meRneRkan angka 

UnmeRt NeReRd 

meRlalui 

keRbijakan 

Program Bangga 

KeRncana. 

SeRdangkan Luh 

MeRrtasari DKK 
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obseRrvasi dan beRrsifat 

deRskriptif. 

hanya 

meRmbahas 

peRnyeRbab UnmeRt 

NeReRd 

 

3 Faradilla 

Safitri  

Marniati  

Icha Kana 

(2019) 

Hubungan 

PeRngeRtahuan, 

Dukungan Suami 

dan PeRran 

PeRtugas 

KeRseRhatan 

deRngan KeRjadian 

UnmeRt NeReRd KB 

Di Wilayah KeRrja 

PuskeRsmas 

PeRukan Bada 

KabupateRn AceRh 

BeRsar 

KeRsimpulan dari 

peRneRlitian ini. Tujuan 

dari peRneRlitian ini adalah 

untuk meRngideRntifikasi 

faktor-faktor yang 

beRrkontribusi teRrhadap 

teRrjadinya 

keRtidakteRrpeRnuhinya 

keRbutuhan keRluarga 

beRreRncana di Wilayah 

KeRrja PuskeRsmas PeRukan 

Bada KabupateRn AceRh 

BeRsar pada tahun 2019. 

JeRnis peRneRlitian yang 

digunakan adalah studi 

analitik deRngan 

peRndeRkatan cross-

seRctional. Di Wilayah 

KeRrja PuskeRsmas PeRukan 

Bada KabupateRn AceRh 

BeRsar, peRneRlitian 

dilakukan pada tanggal 

10 Juni sampai deRngan 

30 Juni 2019. deRngan 

meRnggunakan teRknik 

purposiveR sampling. 

BeRrdasarkan 

hasil peRneRlitian 

ini, yang 

meRmbeRdakan 

deRngan 

peRneRlitian saya 

adalah tujuan 

peRneRlitian yaitu 

pada peRneRlitian 

ini , Faradilla 

DKK meRmbahas 

teRntang 

deRteRrminan 

keRjadian UnmeRt 

NeReRd seRdangkan 

PeRnulis 

meRmbahas 

StrateRgi untuk 

meRneRkan angka 

UnmeRt NeReRd 

meRlalui 

keRbijakan 

Program Bangga 

KeRncana. 

4 E RrieRna 

Sartika Ayu 

E Rddy 

Munawar , 

Ridha Ilham , 

Alfin Khairi 

Mirdat 

Silitonga 

Analisis Program 

Bangga KeRncana: 

Studi Tingginya 

Angka UnmeRt 

NeReRd diProvinsi 

AceRh 

PeRneRlitian ini 

meRnyimpulkan bahwa 

tingginya peRrseRntaseR 

keRbutuhan yang tidak 

teRrpeRnuhi meRrupakan 

salah satu masalah yang 

dihadapi oleRh Provinsi 

AceRh. Tujuan dari studi 

ini adalah untuk 

BeRrdasarkan 

hasil peRneRlitian 

ini, yang 

meRmbeRdakan 

deRngan 

peRneRlitian saya 

adalah tujuan 

peRneRlitian yaitu 

pada peRneRlitian 



35 

 

meRngideRntifikasi faktor-

faktor yang beRrkontribusi 

teRrhadap tingginya 

peRrseRntaseR unmeRt neReRd di 

Provinsi AceRh dalam 

rangka meRnurunkan 

angka teRrseRbut. TeRknik 

Mix MeRthod digunakan 

untuk meRlakukan studi 

ini. 

ini , ERrieRna Ayu 

DKK meRmbahas 

teRntang Analisis 

Program Bangga 

KeRncana teRrkait 

tingginya angka 

UnmeRt NeReRd 

seRdangkan 

PeRnulis 

meRmbahas 

StrateRgi untuk 

meRneRkan angka 

UnmeRt NeReRd 

meRlalui 

keRbijakan 

Program Bangga 

KeRncana 

SumbeRr: Data Olahan, 2024 

 

2.10. Definisi Konsep 

1. KeRbijakan adalah seRrangkaian pilihan yang dibuat oleRh seRseRorang atau 

seRkeRlompok orang yang meRncakup tindakan, nilai, taktik, dan strateRgi yang dapat 

diteRrapkan pada populasi yang luas deRngan maksud untuk meRncapai tujuan 

teRrteRntu. 

2. StrateRgi adalah proseRs meRngideRntifikasi reRncana utama organisasi yang beRrpusat 

pada tujuan jangka panjangnya dan meRnyiapkan peRndeRkatan atau upaya untuk 

meRncapai tujuan. 

3. UnmeRt neReRd KB adalah preRseRntaseR peRreRmpuan usia subur yang tidak ingin punya 

anak lagi, atau ingin meRnunda keRlahiran beRrikutnya, teRtapi tidak meRmakai alat 

atau cara KB. 



36 

 

4.  Program Bangga KeRncana me Rrupakan singkatan dari Pe Rmbangunan KeRluarga, 

KeRpeRndudukan dan KeRluarga Be RreRncana yaitu program yang digunakan untuk 

me Rmpe Rrkuat siste Rm informasi ke Rluarga yang te RrinteRgritas. Program Bangga 

KeRncana me Rnjadikan keRluarga se Rbagai sandaran pe Rmbangunan seRrta be Rrfokus 

me Rwujudkan keRluarga yang be Rrkualitas 

2.11. Konsep Operasional  

 KonseRp OpeRrasional adalah suatu konseRp yang meRmpunyai sifat abstrak 

yang beRrguna untuk meRmudahkan peRngukuran suatu variabeRl. OpeRrasional juga 

dapat diartikan seRbagai suatu peRdoman inti dalam meRlakukan keRgiatan peRneRlitian. 

DeRfinisi opeRrasional ini didasarkan pada karakteRristik yang dapat diobseRrvasi atau 

meRngubah konseRp yang beRrupa konstruksi deRngan kata yang meRnggambarkan 

peRrilaku, geRjala, atau isu yang dapat diamati dan diuji keRbeRnarannya 

Tabel 2.11.1 

Indikator Strategi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 

Pada Kebijakan Program Bangga Kencana Dalam Menekan Angka Unmet 

Need Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru 

No Konsep Indikator Sub Indikator 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

StrateRgi (Mulgan, 

Tujuan (PurposeRs) 1. Misi meRneRkan Angka 

UnmeRt NeReRd di KeRcamatan 

SeRnapeRlan 

2. KeRmampuan dalam 

meRningkatkan keRsadaran 

Masyarakat meRngeRnai KB 

Lingkungan 

(ERnvirontmeRnt) 

1. StrateRgi PeRmeRrintah 

teRrhadap peRrubahan yang 

teRrjadi pada kondisi seRkitar 

2. ReRspon Masyarakat 
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2009) teRrhadap StrateRgi 

PeRmeRrintah 

PeRngarahan (DireRction) 1. BeRntuk peRngarahan 

yang dilakukan 

PeRmeRrintah keRpada pihak 

teRrkait dalam 

meRlaksanakan StrateRgi 

yang teRlah dibuat 

  Tindakan (Action) 1. Tindakan ImpleRmeRntasi 

PeRmeRrintah teRrhadap 

StrateRgi yang dibuat 

  PeRmbeRlajaran 

(LeRarning) 

1. MeRngindeRntifikasi 

keRndala-keRndala dalam 

meRngimpleRmeRntasikan 

strateRgi 

SumbeRr: Data Olahan, 2024 

 

  



38 

 

2.12. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SumbeRr: Data Olahan, 2024 

 

Strategi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 

Pada Kebijakan Program Bangga Kencana Dalam Menekan 

Angka Unmet Need Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru 
 

1. Terjadinya peningkatan angka Unmet Need di  Kecamatan Senapelan Kota 

Pekanbaru dari tahun 2021 sebesar 20,46% ke tahun 2022 sebesar 32,01% 

2. Masyarakat saat ingin menggunakan salah satu jenis alat KB tetapi kurang 

mengetahui akses pelayanan KB 

3. Rendahnya pengetahuan Masyarakat khususnya yang terindikasi Unmet Need 

mengenai KB 

1. Bagaimana Strategi BKKBN 

pada kebijakan Program 

Bangga Kencana dalam 

menekan angka Unmet Need  

di Kecamatan Senapelan?  
 

2. Apa faktor pendukung dan 

penghambat Strategi 

BKKBN pada kebijakan 

Program Bangga Kencana 

dalam menekan Angka 

Unmeet Need di Kecamatan 

Senapelan? 
 

1. Tujuan (Purpose) 

2. Lingkungan (Environment) 

3. Pengarahan (Direction) 

4. Tindakan (Action) 

5. Pembelajaran (Learning)  

(Geoff Mulgan, 2009) 

 

 Terwujudnya Program Bangga Kencana dalam menekan angka Unmet 

Need di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 MeRtodeR yang digunakan dalam peRneRlitian ini adalah meRtodeR peRneRlitian 

deRskriptif deRngan analisis data kualitatif. PeRneRlitian kualitatif beRrtujuan untuk 

meRngungkapkan informasi kualitatif seRhingga leRbih meRneRkankan pada masalah 

proseRs dan makna dan meRndeRskripsikan suatu masalah. PeRneRlitian yang beRrsifat 

deRskriptif yaitu peRneRlitian yang meRnggambarkan keRnyataan dari keRjadian yang 

diteRliti atau peRneRlitian yang dilakukan teRrhadap variableR mandiri atau tunggal, 

yaitu tanpa meRmbuat peRrbandingan atau deRngan meRnghubungkan deRngan variable R 

lain (Sugiyono, 2013). SeRhingga meRmudahkan peRnulis untuk meRndapatkan data 

yang objeRktif dalam rangka meRngeRtahui dan meRmahami manajeRmeRn strateRgi 

BKKBN dalam meRneRkan angka UnmeRt NeReRd di Kota PeRkanbaru 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 PeRneRlitian dilaksanakan di KeRcamatan SeRnapeRlan yang meRrupakan salah 

satu keRcamatan yang teRrdapat di Kota PeRkanbaru. KeRcamatan SeRnapeRlan 

meRrupakan salah satu KeRcamatan di wilayah Kota PeRkanbaru, teRrdiri atas 6 

KeRlurahan, 42 RW dan 146 RT, Luas wilayah KeRcamatan SeRnapeRlan adalah 

6,65Km
2
. BeRrdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota PeRkanbaru tahun 2022, 

jumlah peRnduduk keRcamatan ini seRbanyak 35.472 jiwa deRngan keRpadatan 5.317 

jiwa/km²  

 PeRnulis meRngambil lokasi peRneRlitian di Kecamatab Senapelan Kota 

PeRkanbaru dikareRnakan meRnurut peRnulis meRneRkan angka UnmeRt NeReRd dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru
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peRningkatan peRnggunaan alat kontraseRpsi modeRrn ini meRnarik untuk diteRliti. 

PeRneRlitian Ini  dilakukan dari bulan DeRseRmbeRr hingga MeRi 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

 Adapun jeRnis data peRneRlitian yang digunakan dalam peRneRlitian ini adalah 

deRskripsi deRngan peRndeRkatan kualitatif, yaitu meRnggambarkan keRadaan subjeRk dan 

objeRk, baik seRseRorang, leRmbaga, masyarakat dan lain seRbagainya seRrta didasarkan 

atas hasil obseRrvasi dan wawancara meRndalam yang peRneRliti lakukan seRrta 

meRmbeRrikan argumeRntasi teRrhadap apa yang diteRmukan dilapangan dan 

dihubungkan deRngan konseRp opeRrasional dan peRraturan yang meRmiliki keRteRrkaitan 

deRngan masalah yang diteRliti. 

 Data kuantitatif adalah data yang beRrbeRntuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya teRrdapat dalam skala 

peRngukuran (Sugiyono, 2013). 

3.3.2. Sumber Data  

1. Data primeRr 

 MeRnurut Sugiyono, SumbeRr data primeRr adalah sumbeRr data yang langsung 

meRmbeRrikan data keRpada peRngumpul data (Sugiyono, 2013). SeRdangkan meRnurut 

Lofland bahwa sumbeRr data utama dalam peRneRlitian kualitatif ialah katakata dan 

tindakan. Kata-kata dan tindakan meRrupakan sumbeRr data yang dipeRroleRh dari 

lapangan. Data primeRr dari peRneRlitian ini beRrasal dari informasi KeRpala Bidang 

KB-KR (KeRluarga BeRreRncana-KeRseRhatan ReRproduksi), KeRpala Bidang Lalitbang 

(PeRlatihan PeRneRlitian dan PeRngeRmbangan), Analis PeRngeRlolaan KeRuangan APBN 
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Ahli Muda seRlaku Sub Koordinator KeRuangan & BMN, PeRnata KKB Ahli Muda 

seRlaku Sub Koordinator Advokasi dan KIER, PKB (PeRnyuluh KeRluarga BeRreRncana/ 

PLKB ( PeRtugas Lapangan KeRluarga BeRreRncana) KeRcamatan SeRnapeRlan. seRrta para 

teRnaga meRdis dan bidan. Jadi data primeRr ini didapat dari meRwawancarai langsung 

pihak teRrkait deRngan strateRgi dalam meRneRkan angka UnmeRt NeReRd ini. 

2. Data seRkundeRr 

 MeRnurut Sugiyono, sumbeRr seRkundeRr meRrupakan sumbeRr yang tidak 

langsung meRmbeRrikan data keRpada peRngumpul data, misalnya leRwat orang lain 

atau leRwat dokumeRn (Sugiyono, 2013). Data seRkundeRr adalah Informasi yang 

dibaca dari bahan bacaan dan sumbeRr lainnya, teRrmasuk dokumeRn reRsmi. Sumbe Rr 

data seRkundeRr lainnya teRrmasuk majalah, publikasi dari beRrbagai organisasi, 

lampiran dari studi, teRsis, teRmuan surveRi, peRneRlitian historis.. Para peRneRliti 

meRnggunakan data seRkundeRr untuk meRmpeRrkuat keRsimpulan meRreRka dan 

meRningkatkan mateRri yang dikumpulkan dari wawancara langsung. Data seRkunde Rr 

dalam peRneRlitian ini adalah dokumeRn-dokumeRn yang ada di Badan KeRpeRndudukan 

dan KeRluarga BeRreRncana Nasional (BKKBN) provinsi Riau 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. ObseRrvasi, meRnurut Fuad & Sapto dalam (Yusra eRt al., 2021) 

meRndeRfinisikan obseRrvasi dalam peRneRlitian kualitatif meRrupakan teRknik 

dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal peRneRlitian kualitatif obseRrvasi sudah 

dilakukan saat grand tour obseRrvation. MeRtodeR obseRrvasi yang digunakan 

dalam beRntuk peRngamatan atau peRngindraan langsung teRrhadap suatu beRnda, 

kondisi, situasi, proseRs atau peRrilaku. Agar peRneRliti dapat beRrpartisipasi 
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seRcara langsung dalam proseRs peRngumpulan data dan informasi yang 

dibutuhkan untuk meRnjawab peRrmasalahan peRneRlitian, peRneRliti meRmutuskan 

untuk meRnggunakan teRknik obseRrvasi partisipatif dalam peRneRlitian ini. Hal 

ini meRmungkinkan para peRneRliti untuk meRnyaksikan peRristiwa-peRristiwa 

yang teRrjadi dan meRngumpulkan informasi teRntang apa yang teRrjadi. 

2. Wawancara, meRnurut Saroso dalam (Yusra eRt al., 2021) wawancara adalah 

salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk meRngumpulkan data 

peRneRlitian kualitatif. Wawancara meRmungkinkan peRneRliti meRngumpulkan 

data yang beRragam dari reRspondeRn dalam beRrbagai situasi dan konteRks. 

MeRskipun deRmikian, wawancara peRrlu digunakan deRngan beRrhati-hati dan 

peRrlu di triangulasi data dari sumbeRr yang lain. Alasan meRngapa peRneRliti 

meRlakukan wawancara adalah agar meRreRka dapat meRngajukan peRrtanyaan 

keRpada partisipan seRcara langsung. Partisipan juga leRbih mampu 

meRnyampaikan informasi seRcara langsung keRtika wawancara digunakan, 

yang meRmbantu peRneRliti meRndapatkan reRspon yang leRbih meRndalam 

teRrhadap peRrtanyaan yang peRneRliti ajukan keRpada partisipan. 

3. DokumeRntasi, meRnurut Fuad & Sapto dalam (Yusra eRt al., 2021) 

dokumeRntasi meRruapakan salah satu sumeRbr data skundeRr yang dipeRrlukan 

dalam seRbuah peRneRlitian. Studi siapkan kareRna adanya peRrmintaan dari 

seRorang peRneRliti. SeRlanjutnya studi dokumeRntasi dapat diartiakn seRbagai 

teRknik peRngumpulan data 
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3.5. Subjek Penelitian 

 SubjeRk peRneRlitian adalah Individu yang meRrupakan sumbeRr informasi yang 

dapat diandalkan dan dapat meRmbeRrikan data yang reRleRvan deRngan masalah yang 

seRdang diseRlidiki. Dalam rangka meRngumpulkan informasi dan meRmbeRrikan 

masukan untuk meRngideRntifikasi keRsulitan peRneRlitian, topik peRneRlitian beRrfungsi 

seRbagai sumbeRr informasi. SeRseRorang yang meRmbeRrikan latar beRlakang 

peRngeRtahuan dan informasi teRntang suatu keRadaan. Dalam peRneRlitian ini digunakan 

teRknik peRneRntuan informan deRngan purposiveR seRleRction untuk meRneRntukan 

informan peRneRlitian, deRngan keRy informan.   

 TeRknik yang akan digunakan untuk meRmilih informan dalam peRneRlitian ini 

dikeRnal deRngan istilah purposiveR sampling, dan meRlibatkan beRbeRrapa 

peRrtimbangan. Pada dasarnya, peRmilihan sampeRl dilakukan deRngan meRneRtapkan 

jumlah sampeRl yang akan diambil, keRmudian beRrdasarkan karakteRristik sampe Rl 

teRrseRbut, seRlama proseRs peRmilihannya tidak meRnyimpang dari tujuan teRrseRbut. 

PeRngambilan sampeRl deRngan peRrhatian khusus beRrlaku untuk peRngambilan sampeRl 

yang diseRngaja. PeRneRlitian teRntang kualitas makanan, misalnya, meRnggunakan ahli 

makanan seRbagai sumbeRr data sampeRl, seRmeRntara peRneRlitian teRntang situasi politik 

lokal meRnggunakan ahli politik seRbagai sumbeRr data sampeRl. SampeRl ini leRbih 

cocok digunakan untuk peRneRlitian kualitatif, atau peRneRlitian-peRneRlitian yang tidak 

meRlakukan geRneRralisasi (Sugiyono, 2013). Informan peRneRlitian teRrbagi meRnjadi 2 

yaitu:  
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a. Informan Kunci (KeRy Informan) meRrupakan para ahli yang sangat meRmahami 

dan dapat meRmbeRrikan peRnjeRlasan beRrbagai hal yang beRrkaitan deRngan 

peRneRlitian dan tidak dibatasi deRngan wilayah teRmpat tinggal.  

Tabel 3.5.1                                                                                                                                                                                  

Daftar Informan Kunci (Key Informan) 

Informan Jumlah 

Kabid KB-KR (KeRluarga 

BeRreRncana-KeRseRhatan 

ReRproduksi) 

1 Orang 

Kabid Lalitbang (PeRlatihan 

PeRneRlitian dan PeRngeRmbangan) 

1 Orang 

Analis PeRngeRlolaan KeRuangan 

APBN Ahli Muda seRlaku Sub 

Koordinator KeRuangan & BMN 

1 Orang 

PeRnata KKB Ahli Muda seRlaku 

Sub Koordinator Advokasi dan 

KIER 

1 Orang 

PKB (PeRnyuluh KeRluarga 

BeRreRncana/ PLKB ( PeRtugas 

Lapangan KeRluarga BeRreRncana) 

KeRcamatan SeRnapeRlan 

1 Orang 

Bidan  1 Orang 

PUS Non KB TeRrgolong UnmeRt 

NeReRd (Ingin Anak Tunda, Tidak 

Ingin Anak Lagi) 

2 Orang 

PUS KB (Non UnmeRt NeReRd) 2 Orang 

 

b. Informan Tambahan yaitu siapa pun yang diteRmukan di wilayah peRneRlitian 

yang  meRmiliki informasi teRntang masalah yang seRdang diteRliti.. Informan 

tambahan dalam peRneRlitian yaitu Kasubbid Data dan Informasi Badan 

KeRpeRndudukan dan KeRluarga BeRreRncana Nasional (BKKBN) provinsi Riau. 

3.6. Analisis Data 

 PeRngolahan dan analisis data meRnggunakan analisis deRskriptif yang 

dilakukan untuk meRngideRntifikasi strateRgi yang dilakukan oleRh BKKBN dalam 
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meRneRkan angka UnmeRt NeReRd ini meRnggunakan wawancara, obseRrvasi, dan 

dokumeRn. KeRtiga teRknik ini digunakan untuk peRngumpulan data. 

a. ReRduksi Data. ReRduksi data diartikan seRbagai proseRs peRmilihan, peRmusatan 

peRrhatian pada peRnye RdeRrhanaan, peRngabstrakan, dan transformasi data “kasar” 

yang muncul dari catatan-catatan teRrtulis di lapangan. Dalam peRneRlitian ini, 

peRneRliti meRngumpulkan data dari beRrbagai hasil wawancara pada sumbe Rr 

peRneRlitian (Yusra eRt al., 2021). 

b. PeRnyajian data dapat pula diartikan seRbagai suatu proseRs peRmbuatan laporan 

meRngeRnai hasil dari data dan informasi yang teRlah diteRmukan oleRh peRneRliti. 

(Yusra eRt al., 2021). 

c.  PeRnarikan KeRsimpulan, dalam peRneRlitian ini, peRneRliti meRnarik keRsimpulan 

pada data yang teRlah didapat dari hasil wawancara, obseRrvasi, dan 

dokumeRntasi KeRsimpulan-keRsimpulan juga diveRrifikasi seRlama peRneRlitian 

beRrlangsung. (Yusra eRt al., 2021). 

 Analisis data yang digunakan dalam peRneRlitian ini adalah peRngolahan data 

meRlalui analisis deRskriptif kualitatif, seRsuai deRngan proseRdur yang diikuti dalam 

peRngolahan data. SeRcara khusus, informasi yang dikumpulkan dalam beRntuk kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka, dan frasa yang diklarifikasi untuk 

meRmungkinkan informasi teRrseRbut dapat dipahami maknanya.  
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BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1. Sejarah Kota Pekanbaru 

Pada awalnya, peRran Sungai Siak seRbagai jalur transit untuk meRngirimkan 

produk dari peRdalaman dan dataran tinggi Minangkabau keR wilayah peRsisir SeRlat 

Malaka sangat peRnting bagi peRrtumbuhan Kota PeRkanbaru. Wilayah SeRnapeRlan di 

teRpi Sungai Siak beRrkeRmbang meRnjadi pasar (peRkan) pada abad keR-18, yang meRnarik 

para peRdagang dari dataran tinggi Minangkabau. Wilayah ini akhirnya tumbuh 

meRnjadi peRmukiman yang beRrkeRmbang. 

Pada tanggal 23 Juni 1784, beRrdasarkan musyawarah “DeRwan MeRnteRri” dari 

KeRsultanan Siak, yang teRrdiri dari Datuk ERmpat Suku Minangkabau (PeRsisir, 

Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), NeRgeRri SeRnapeRlan diganti namanya meRnjadi 

“PeRkanbaru”, dan dikeRmudian hari dipeRringati seRbagai hari jadi Kota PeRkanbaru. 

Mulai saat itu seRbutan SeRnapeRlan sudah ditinggalkan dan mulai populeRr seRbutan 

“PE RKAN BAHARU”, yang dalam bahasa seRhari – hari diseRbut PERKANBARU. 

PeRkanbaru meRnjadi bagian dari Provinsi Riau yang baru didirikan pada 

tanggal 9 Agustus 1957, seRbagai hasil dari Undang-Undang Darurat Nomor 19 

Tahun 1957 ReRpublik IndoneRsia. MeRnyusul Tanjung Pinang (saat ini meRnjadi ibu 

kota Provinsi KeRpulauan Riau), BeRrdasarkan KeRpmeRndagri Nomor 52/I/44-25 pada 

tanggal 20 Januari 1959, Kota PeRkanbaru reRsmi meRnjadi ibu kota Provinsi Riau. 

Hingga tahun 1960, PeRkanbaru adalah kota seRluas 16 km², keRmudian 

beRrkeRmbang meRnjadi 62,96 km² deRngan dua keRcamatan, yaitu KeRcamatan 
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SeRnapeRlan dan KeRcamatan Limapuluh. KeRmudian pada tahun 1965 teRrdiri dari 6 

keRcamatan. SeRteRlah peRrseRtujuan peRmeRrintah daeRrah kampar untuk meRreRlokasi 

seRbagian wilayah guna keRpeRrluan peRrluasan wilayah Kota PeRkanbaru, meRnjadikan 

Kota PeRkanbaru meRmiliki 8 keRcamatan deRngan luas wilayah 446,50 km², yang 

keRmudian diteRtapkan dalam PeRraturan PeRmeRrintah Nomor 19 Tahun 1987. 

KeRmudian pada tahun 2003 dilakukan peRmeRkaran meRnjadi 12 keRcamatan yang ada 

di Kota PeRkanbaru. 

4.1.2. Letak Geografis Kota Pekanbaru 

Wilayah otonom Kota PeRkanbaru teRrleRtak antara 101°14' - 101°34' Bujur 

Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. KeRtinggiannya di atas peRrmukaan laut 

beRrvariasi antara 5 hingga 50 meRteRr, dan peRrmukaannya landai dan beRrgeRlombang 

deRngan keRtinggian antara 5 hingga 11 meRteRr. Luas wilayah Kota PeRkanbaru 

meRngalami peRmeRkaran dari ± 62,96 km2 meRnjadi ± 446,50 km2 yang teRrdiri dari 8 

keRcamatan dan 45 keRlurahan. Hasil peRngukuran/peRmatokan di lapangan oleRh BPN 

Tk. I Riau meRnunjukkan bahwa luas wilayah Kota PeRkanbaru adalah 632,26 km². 

PeRningkatan aktivitas peRmbangunan meRnyeRbabkan peRningkatan aktivitas 

peRnduduk seRcara keRseRluruhan, yang pada gilirannya meRningkatkan peRrmintaan dan 

keRbutuhan masyarakat akan pasokan utilitas dan infrastruktur peRrkotaan lainnya.. 

Kota PeRkanbaru saat ini beRrbatasan deRngan daeRrah kabupateRn/kota seRbagai beRrikut: 

SeRbeRlah Utara   : KabupateRn Siak dan KabupateRn Kampar 

SeRbeRlah SeRlatan  : KabupateRn Kampar dan KabupateRn PeRlalawan 

SeRbeRlah Timur   : KabupateRn Siak dan KabupateRn PeRlalawan 
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SeRbeRlah Barat   : KabupateRn Kampar 

BeRrdasarkan PeRraturan DaeRrah Kota PeRkanbaru Nomor 3 Tahun 2003 teRntang 

PeRmbeRntukan KeRcamatan, teRrdapat 15 (lima beRlas) KeRcamatan dan 83 (deRlapan puluh 

tiga) KeRlurahan atau DeRsa di PeRkanbaru. KeRcamatan TeRnayan Raya adalah yang 

teRrluas, deRngan luas wilayah 114,40 km2, seRdangkan KeRcamatan PeRkanbaru Kota 

adalah yang teRrkeRcil, deRngan luas wilayah 2,26 km2, yang seRlanjutnya dapat dilihat 

pada tabeRl beRrikut ini : 

PeRrmasalahan keRpeRndudukan di Kota PeRkanbaru tidak jauh beRrbeRda deRngan 

peRrmasalahan keRpeRndudukan di daeRrah lain. PeRmeRrintah Kota PeRkanbaru teRrus 

beRrupaya meRlakukan peRngeRndalian jumlah peRnduduk, peRnurunan angka keRmatian 

bayi, peRmeRrataan peRnyeRbaran peRnduduk, dan peRngeRmbangan poteRnsi peRnduduk 

seRbagai modal peRmbangunan. PeRrtumbuhan peRnduduk PeRkanbaru yang teRrus 

meRningkat seRtiap tahunnya meRnimbulkan beRbeRrapa peRrmasalahan, seRpeRrti 

meRningkatnya angka keRmiskinan dan peRngangguran, keRmaceRtan, dan struktur kota 

yang tidak teRreRncana. 

4.1.3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

Visi Kota PeRkanbaru 2021 seRsuai PeRrda Kota PeRkanbaru Nomor 1 Tahun 

2001, yaitu ” TeRrwujudnya Kota PeRkanbaru SeRbagai Pusat PeRrdagangan dan Jasa, 

PeRndidikan seRrta Pusat KeRbudayaan MeRlayu, MeRnuju Masyarakat SeRjahteRra 

BeRrlandaskan Iman Dan Taqwa”. Untuk peRrceRpatan peRncapaian visi Kota 

PeRkanbaru 2021 dimaksud,  Walikota dan Wakil Walikota PeRkanbaru teRrpilih 

peRriodeR 2017-2022, meRneRtapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun 

keRpeRmimpinannya yaitu: “TeRrwujudnya PeRkanbaru SeRbagai Smart City Madani”. 
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Dalam rangka peRncapaian visi yang teRlah diteRtapkan deRngan meRmpeRrhatikan 

kondisi dan peRrmasalahan yang ada, tantangan keRdeRpan, seRrta meRmpeRrhitungkan 

peRluang yang dimiliki, maka diteRtapkan 5 (lima) misi peRmbangunan jangka 

meRneRngah daeRrah Kota PeRkanbaru tahun 2017-2022, seRbagai beRrikut : 

1. MeRningkatkan SumbeRr Daya Manusia (SDM) yang BeRrtaqwa, Mandiri, 

Tangguh dan BeRrdaya Saing Tinggi 

2. MeRwujudkan PeRmbangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup 

Masyarakat BeRrbudaya MeRlayu 

3. MeRwujudkan Tata KeRlola Kota CeRrdas dan PeRnyeRdiaan Infrastruktur yang Baik 

4. MeRwujudkan PeRmbangunan ERkonomi BeRrbasiskan ERkonomi KeRrakyatan 

dan ERkonomi Padat  Modal, pada Tiga SeRktor Unggulan, yaitu Jasa, 

PeRrdagangan dan Industri (olahan dan MICER)  

5. MeRwujudkan Lingkungan PeRrkotaan yang Layak Huni (LiveRableR City) dan 

Ramah Lingkungan (GreReRn City). 

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Senapelan 

 

4.2.1. Sejarah Kecamatan Senapelan 

 

MeRngingat bahwa KeRcamatan SeRnapeRlan-dulu dikeRnal seRbagai Bandar 

SeRnapeRlan-adalah teRmpat di mana Kota PeRkanbaru peRrtama kali beRrdiri, seRjarah 

keRdua keRcamatan ini pada dasarnya sama. SeRjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 

tinggal di Kampung Bukit, yang beRrseRbeRlahan deRngan DeRsa SeRnapeRlan, dan 

meRmbangun istana di sana, Bandar SeRnapeRlan teRlah beRrkeRmbang dalam hubungan 

yang eRrat deRngan KeRrajaan Siak Sri Indrapura. DaeRrah seRkitar meRnjadi leRbih padat 
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dan beRrkeRmbang keRtika Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di sana. Istana 

beRliau dipeRrkirakan teRrleRtak deRkat deRngan Masjid Raya di kota PeRkanbaru. 

SeRlanjutnya, Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, dalam meRnjalankan 

keRpeRmimpinannya, meRmutuskan untuk meRndirikan pasar atau peRkan raya di 

SeRnapeRlan. KeRmudian, di lokasi baru di deRkat peRlabuhan, putra sultan, Raja Muda 

Muhammad Ali, meRneRruskan peRkeRrjaan ayahnya. 

SeRnapeRlan beRrkeRmbang dan beRrubah seRiring beRrjalannya waktu. Maka, pada 

tanggal 23 Juni 1784, wilayah ini dijuluki PeRkanbaru yang diambil dari nama 

"DeRwan MeRnteRri" KeRsultanan Siak Sri Indrapura, yang teRrdiri dari datuk dari eRmpat 

suku: PeRsisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar. SeRnapeRlan beRrgabung deRngan 

PeRmeRkaran Kota PeRkanbaru seRcara reRsmi pada tahun 1960. SeRjak saat itu, nama 

"SeRnapeRlan" ditiadakan dan digantikan deRngan "PERKAN BAHARU," yang juga 

dikeRnal seRbagai "PeRkanbaru." DeRngan deRmikian, keRcamatan teRrtua di PeRkanbaru 

adalah SeRnapeRlan. OleRh kareRna itu, dapat dikatakan bahwa keRcamatan SeRnapeRlan 

meRrupakan keRcamatan yang paling lama beRrdiri di PeRkanbaru.4.2.2. LeRtak GeRografis 

KeRcamatan SeRnapeRlan 

KeRcamatan SeRnapeRlan meRrupakan salah satu keRcamatan di wilayah Kota 

PeRkanbaru, teRrdiri dari atas 42 RW dan 146 RT. Luas wilayah KeRcamatan 

SeRnapeRlan adalah 6,65 km2 deRngan luas masing-masing keRlurahan seRbagai beRrikut:  

a. KeRlurahan Padang Bulan : 1,59 km2 

b. KeRlurahan Padang TeRrubuk : 1,54 km2 

c. KeRlurahan Sago : 0,68 km2 

d. KeRlurahan Kampung Dalam : 0, 68 km2 
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e. KeRlurahan Kampung Bandar : 0, 97 km2 

f. KeRlurahan Kampung Baaru : 1,19 km2  

Batas-batass wilayah KeRcamatan SeRnapeRlan adalah :  

1) SeRbeRlah Timur : beRrbatasan deRngan KeRc. PeRkanbaru Kota dan KeRcamatan Lima 

Puluh. 

2) SeRbeRlah Barat : beRrbatasan deRngan KeRcamatan Payung Payung SeRkaki 

3) SeRbeRlah Utara : beRrbatasan deRngan KeRcamatan Rumbai dan Rumbai PeRsisir  

4) SeRbeRlah SeRlatan : beRrbatasan deRngan KeRcamatan Sukajadi. 

Gambar 4.2.1 Perbandingan Persentase Luas Wilayah Kelurahan di 

Kecamatan Senapelan 

SumbeRr: Kantor Camat SeRnapeRlan 2023 

Jumlah peRnduduk KeRcamatan SeRnapeRlan meRncapai 39.220 jiwa pada tahun 

2022. Angka ini meRngalami keRnaikan seRbeRsar 0,05 peRrseRn dari tahun 2021. 

KeRpadatan peRnduduknya meRncapai 5.504 jiwa/km2 , deRngan keRlurahan teRrpadat 
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adalah KeRlurahan Kampung Baru yaitu 10.467 jiwa/km2 . Infrastruktur dan fasilitas 

transportasi/komunikasi di KeRcamatan SeRnapeRlan pada tahun 2023 dapat dikatakan 

sudah cukup baik. Di KeRcamatan SeRnapeRlan, teRrdapat beRrbagai pilihan angkutan 

umum yang teRrseRdia, baik yang meRmiliki trayeRk maupun yang tidak meRmiliki 

trayeRk, dan seRbagian beRsar wilayah KeRcamatan SeRnapeRlan meRmiliki kondisi sinyal 

teRleRpon seRluleRr yang sangat baik. SeRlain itu, dapat dikatakan bahwa seRbagian beRsar 

masyarakat di wilayah KeRcamatan SeRnapeRlan meRmiliki akseRs jalur komunikasi yang 

meRmadai meRlalui kantor pos dan fasilitas eRkspeRdisi swasta..  

4.2.3. Visi Misi Kecamatan Senapelan 

 Visi KeRcamatan SeRnapeRlan adalah TeRrwujudnya KeRcamatan SeRnapeRlan 

seRbagai pusat kawasan keRbudayaan MeRlayu Kota PeRkanbaru deRngan peRngeRmbangan 

dan peRleRstarian budaya MeRlayu beRrsama masyarakat yang beRriman dan beRrtaqwa 

meRnuju keRhidupan yang seRjahteRra. 

Misi KeRcamatan SeRnapeRlan adalah: 

1) MeRndukung PeRmeRrintah daeRrah dalam peRningkatan sarana dan prasarana 

leRmbaga peRndidikan yang meRnghasilkan sumbeRr daya manusia yang beRrkualitas, 

mandiri, kreRatif dan inovatif. 

2) MeRndukung peRmeRrintah daeRrah dalam peRningkatan peRmbangunan infrastruktur 

dan peRngeRlolaan peRmanfaatan sumbeRr daya alam. 

3) MeRnjaga dan meRleRstarikan nilai-nilai keRbudayaan MeRlayu 

4) MeRnciptakan lingkungan keRhidupan masyarakat yang aman, teRrtib, dan teRntram 

deRngan toleRransi beRragama yang diseRrtai iman dan taqwa. 
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5) Moto KeRcamatan SeRnapeRlan Kami Siap MeRmbeRrikan PeRlayanan yang Prima, 

Ramah, dan TeRpat. 

4.2.4. Struktur Organisasi Kecamatan Senapelan 

BeRrdasarkan PeRraturan DaeRrah Kota PeRkanbaru Nomor 9 Tahun 2021 

teRntang KeRdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seRrta Tata KeRrja 

KeRcamatan TipeR A di Lingkungan PeRmeRrintah Kota PeRkanbaru, maka dibeRntuklah 

PeRmeRrintah KeRcamatan SeRnapeRlan Kota PeRkanbaru. KeRcamatan SeRnapeRlan 

PeRkanbaru meRrupakan PeRrangkat DaeRrah yang dipimpin oleRh seRorang Camat yang 

beRrada di bawah dan beRrtanggung jawab keRpada Walikota meRlalui SeRkreRtaris 

DaeRrah 

Gambar 4.2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Senapelan 

      

                   SumbeRr: Kantor Camat SeRnapeRlan Tahun 2023 

4.3. Gambaran Umum BKKBN 

 

4.3.1. Sejarah BKKBN 
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Diawali deRngan KeRputusan PreRsideRn No. 38 tahun 1978, yang meRneRtapkan 

BKKBN Provinsi Riau seRbagai leRmbaga yang beRrtugas meRreRncanakan, 

meRngeRvaluasi, meRngawasi, dan meRngkoordinasikan program KB Provinsi Riau, 

maka program KeRluarga BeRreRncana Nasional di Provinsi Riau mulai tumbuh dan 

beRrkeRmbang seRcara teRrarah dan teRrkoordinasi pada awal PeRlita III. 

Pada saat program KB di Provinsi Riau peRrtama kali dilaksanakan, hanya 

tiga daeRrah tingkat II, yaitu KabupateRn KeRpulauan Riau, BeRngkalis, dan Indragiri 

Hilir, yang meRlaksanakan peRrluasan dan peRngeRmbangan keRgiatan KB seRcara 

teRrprogram dan teRrkoordinasi. DeRngan bantuan peRnuh dari peRmeRrintah daeRrah, di 

keRtiga daeRrah teRrseRbut teRlah dibeRntuk institusi BKKBN KabupateRn yang beRrtugas 

meRngkoordinasikan peRreRncanaan, eRvaluasi, dan peRngawasan peRlaksanaan program 

KB di daeRrah. SeRdangkan, BKKBN Provinsi meRngawasi peRlaksanaan inisiatif 

keRluarga beRreRncana di DaeRrah Tingkat II lainnya, deRngan PeRngawasan PeRtugas 

Lapangan KeRluarga BeRreRncana (PPLKB) yang beRrpeRran seRbagai koordinator utama 

di tingkat keRcamatan dan meRlapor langsung keR BKKBN Provinsi. 

SeRteRlah peRriodeR dua tahun, inisiatif keRluarga beRreRncana di provinsi Riau, 

khususnya di tiga kabupateRn yang diseRbutkan seRbeRlumnya, teRlah meRnjadi leRbih luas 

dan teRlah beRrhasil meRndorong individu-individu teRrteRntu untuk meRnjalani keRluarga 

beRreRncana. MeRnganalisis peRrkeRmbangan hasil dari keRgiatan KB yang dilaksanakan 

seRlama dua tahun teRrseRbut, dapat dilihat bahwa deRngan adanya KeRppreRs No. 64 

tahun 1983, program KB teRlah dilaksanakan seRcara teRrarah dan teRrkoordinasi seRrta 

meRnyeRbar keR seRluruh DaeRrah Tingkat II di Propinsi Riau, yang dibuktikan deRngan 
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beRrdirinya institusi BKKBN KabupateRn/Kota di luar tiga kabupateRn yang teRlah 

diseRbutkan seRbeRlumnya.. 

Program KeRluarga BeRreRncana Nasional keRmudian dibangun dan 

dikeRmbangkan di Provinsi Riau. Jumlah keRteRrlibatan masyarakat meRningkat seRtiap 

tahunnya, dan dukungan peRmeRrintah daeRrah di tingkat provinsi dan kabupateRn 

seRmakin beRsar. DeRmikian pula, ada dukungan yang seRmakin beRsar dan nyata bagi 

unit peRlaksana program KB dari instansi peRmeRrintah, seRktor komeRrsial, dan 

organisasi masyarakat. 

4.3.2. Letak Geografis BKKBN 

SeRcara geRografis leRtak PeRrwakilan BKKBN di JL. TeRrubuk No 1, PeRkanbaru. 

Gambar 4.3.1. Letak Geografis BKKBN 

 

SumbeRr : Maps  

4.3.3. Visi dan Misi BKKBN 

 

Visi meRnjadi LeRmbaga yang Handal dan DipeRrcaya dalam MeRwujudkan 

PeRnduduk Tumbuh SeRimbang dan KeRluarga BeRrkualitas. Misi BKKBN adalah 
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meRwujudkan peRmbangunan beRrwawasan keRpeRndudukan dan meRwujudkan keRluarga 

keRcil bahagia seRjahteRra. 

4.3.4. Uraian Tugas Pegawai BKKBN 

PeRmbagian tugas di PeRrwakilan BKKBN Prov. Riau mulai dari Bidang 

SeRkreRtariat, Bidang ADPIN (Advokasi, PeRrgeRrakan dan Informasi), Bidang 

DALDUK (PeRngeRndalian PeRnduduk), Bidang LATBANG (PeRlatihan dan 

PeRngeRmbangan), Bidang KB – KR (KeRluarga BeRreRncana dan KeRseRhatan 

ReRproduksi), hingga Bidang KS – PK (KeRluarga SeRjahteRra dan PeRmbeRrdayaan 

KeRluarga) seRsuai deRngan masing-masing Subbagian dan stafnya: 

1. Sekretariat 

a). Subbagian Perencanaan 

Tugas Pokok : 

MeRlakukan koordinasi, peRnyusunan reRncana program dan anggaran di 

lingkungan PeRrwakilan BK KBN Provinsi Riau. 

Rincian Tugas : 

MeRlakukan PeRnyiapan bahan reRncana program dan anggaran, manajeRmeRn 

kineRrja, seRrta analisis dan eRvaluasi peRreRncanaan. 

 

 

b). Subbagian Umum dan Humas 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRmbeRrian dukungan administrasi yang meRliputi 
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keRtatausahaan, keRrumahtanggaan, arsip, dokumeRntasi, dan hubungan masyarakat. 

Rincian Tugas : 

• MeRlakukan peRlayanan urusan keRtatausahaan aktifitas 

• MeRmilah-milah tujuan dokumeRn teRrtulis (surat, faksimil, buku, jurnal, laporan 

beRrkala dan lain-lain) 

• MeRncatatkan dokumeRn teRrseRbut pada buku peRneRrimaan surat masuk dan meRmbeRri 

leRmbar disposisi untuk disampaikan keRpada pihak yang dituju. 

• MeRngoordinasikan staf di lingkungan tata usaha untuk meRndistribusikan seRmua 

dokumeRn yang teRlah disampaikan keRpada pihak yang dituju seRsuai disposisi. 

• MeRlakukan koordinasi deRngan unit-unit teRrkait yang dituju untuk meRmastikan 

peRndistribusian beRrjalan baik. 

• MeRnyimpan dalam fileR seRmua salinan dokumeRn dari inteRrnal BKKBN 

Provinsi/pusat dan instansi lain seRsuai klasifikasi beRrdasarkan sisteRm keRarsipan 

pola baru untuk keRpeRntingan dokumeRntasi 

c). Subbagian Keuangan dan BMN 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan administrasi keRuangan, peRngeRlolaan barang milik/keRkayaan 

neRgara dan sarana program. 

Rincian Tugas : 

• MeRnyiapkan data basis/bahan untuk peRnyusunan anggaran dan peRlaksanaan 

anggaran, peRngeRlolaan peRrbeRndaharaan, akuntansi, Barang Milik NeRgara, dan 

sarana program. 

• MeRngusulkan sumbeRr daya manusia seRbagai peRngeRlola anggaran peRngeRlolaan 
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peRrbeRndaharaan, akuntansi, Barang Milik NeRgara, dan sarana program. 

• MeRnsosialisasikan aturan teRntang tata cara peRngeRlolaan anggaran, peRngeRlolaan 

peRrbeRndaharaan, akuntansi Barang Milik NeRgara, dan sarana program. 

• MeRngeRvaluasi reRalisasi anggaran, peRngeRlolaan anggaran, peRngeRlolaan 

peRrbeRndaharaan, akuntansi, Barang Milik NeRgara, dan sarana program dan 

meRmbeRri umpan balik keRpada useRr. 

• MeRlakukan peRmbinaan keRpada seRluruh peRngeRlolaan anggaran, peRngeRlolaan 

peRrbeRndaharaan, akuntansi, Barang Milik NeRgara, dan sarana program dan 

peRlaksanaan anggaran teRntang administrasi peRmbvukuan baik ditingkat provinsi 

maupun keR seRluruh kabupateRn/kota. 

d).  Subbagian Kepegawaian dan Hukum 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRngeRlolaan administrasi keRpeRgawaian, administrasi 

jabatan fungsional, peRmbeRrian peRrtimbangan dan bantuan hukum, seRrta peRngeRlolaan 

tatalaksana. 

Rincian Tugas :  

• MeRnyiapakan bahan-bahan untuk peRlaksanaan peRmbahasan masalah hukum, 

peRngeRlolaan organisasi dan keRtatalaksanaan program KeRpeRndudukan dan 

KeRluarga BeRreRncana 

• MeRnyiapkan bahan-bahan untuk peRlaksanaan masalah-masalah hukum yang 

beRrkaitan deRngan peRlaksanaan program KeRpeRndudukan dan KeRluarga BeRreRncana 

di Provinsi. 

• MeRngolah, meRmpeRrbarui data dalam rangka meRnunjang peRngeRlolaan 
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administrasi keRpeRgawaian dan administrasi jabatan fungsional. 

• MeRlakukan peRrteRmuan-peRrteRmuan dalam rangka peRlaksanaan peRngeRlolaaan 

keRpeRgawaian dan administarsi jabatan fungsional. 

• MeRngusulkan keRnaikan pangkat, KGB, peRnsiun, PAK peRgawai yang sudah 

waktunya meRmpeRroleRh peRnghargaan teRrseRbut. 

• MeRmbuat dan meRleRngkapi data peRgawai yang akan naik pangkat, KGB, peRnsiun, 

dan PAK. 

• MeRlakukan peRmbinaan Tim PAK KabupateRn dan Kota. 

• MeRlakukan peRnilaian Tim PAK bagi PKB Golongan IV. 

• MeRmbuat PAK dari hasil peRnilaian angka kreRdit PKB Golongan IV. 

• MeRlakukan peRmantauan dan teRlaahan masalah-masalah dalam peRlaksanaan 

peRneRlaahan hukum. PeRrundang-undangan dan keRtatalaksanaan. 

• MeRlaksanakan keRhumasan di tingkat Provinsi 

e). Subbagian Administrasi Pengawasan 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan koordinasi peRnyusunan reRncana dan 

program keRrja peRngawasan 

Rincian Tugas :  

• MeRngumpulkan bahan untuk peRnyusunan reRncana keRgiatan Sub Bagian 

Administrasi PeRngawasan. 

• MeRngumpulkan bahan-bahan untuk peRnyusunan keRbijakan opeRrasional di bidang 

peRngeRlolaan tata usaha peRngawasan. 

• MeRngumpulkan bahan-bahan untuk peRnyusunan program, keRgiatan dan 
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anggaran di subbagian administrasi peRngawasan. 

• MeRngumpulkan bahan-bahan untuk peRngawasan/peRmeRriksaan Tim peRmeRriksa 

BKKBN Pusat meRliputi peRngawasan program, keRteRnagaan dan keRuangan 

peRrbeRkalan. 

• MeRnghimpun informasi dan masukan-masukan lainnya dari beRrbagai pihak. 

• MeRnyampaikan seRluruh bahan yang teRrkumpul keRpada pimpinan. 

2). Bidang ADPIN (Advokasi, Penggerakan dan Informasi) 

Tugas Pokok : 

 MeRlaksanakan peRnyiapan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang advokasi, peRnggeRrakan, dan informasi. 

a ). Subbidang Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria, seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan eRdukasi. 

b). Subbidang HUBALILA (Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini 

Lapangan) 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, kriteRria, seRrta peRmantauan 

dan eRvaluasi di bidang hubungan antar leRmbaga dan bina lini lapangan, seRrta 

peRnyiapan fasilitasi peRmbeRntukan Badan KeRpeRndudukan dan KeRluarga BeRreRncana 
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DaeRrah. 

c). Subbidang DATIN (Data dan Informasi) 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang datta dan informasi 

3). Bidang DALDUK (Pengendalian Penduduk) 

Tugas Pokok : 

 MeRlaksanakan peRnyiapan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang peRngeRndalian peRnduduk. 

a). Subbidang Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang peRnyusunan parameRteRr peRngeRndalian peRnduduk. 

b). Subbidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan. 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang keRrjasama peRndidikan keRpeRndudukan. 

c). Subbidang Analisis Dampak Kependudukan 

Tugas Pokok : 
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 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang analisis dampak keRpeRndudukan. 

4). Bidang LATBANG (Pelatihan dan Pengembangan) 

Tugas Pokok : 

MeRlaksanakan peRndidikan, peRlatihan, peRneRlitian, dan peRngeRmbangan. 

a). Subbidang Tata Operasional 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRlayanan opeRrasional peRnyeRleRnggaraan peRndidikan, 

peRlatihan, peRneRlitian, dan peRngeRmbangan. 

b). Subbidang Program dan Kerja Sama 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyusunan program dan keRrja sama peRndidikan, peRlatihan, 

dan peRneRlitian seRrta peRngeRmbangan program peRngeRndalian peRnduduk, keRluarga 

beRreRncana, keRseRhatan reRproduksi, seRrta keRluarga seRjahteRra dan peRmbeRrdayaan 

keRluarga. 

c). Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan peRnyeRleRnggaraan dan eRvaluasi seRrta peRnyusunan 

laporan peRndidikan dan peRlatihan, seRrta peRneRlitian dan peRngeRmbangan program 

peRngeRndalian peRnduduk, keRluarga beRreRncana dan keRseRhatan reRproduksi seRrta 

keRluarga seRjahteRra dan peRmbeRrdayaan keRluarga. 

5). Bidang KB – KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) 
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Tugas Pokok : 

 MeRlaksanakan peRnyiapan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang keRluarga beRreRncana dan keRseRhatan reRproduksi. 

a). Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria, seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi dibidang peRmbinaan keRseRrtaan keRluarga beRreRncana jalur 

peRmeRrintah dan swasta. 

b). Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaaan, peRmbimbingan, dan 

fasilitasi peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang peRmbinaan keRseRrtaan keRluarga beRreRncana jalur 

wilayah dan sasaran khusus,  

 c). Subbidang Kesehatan Reproduksi (KESPRO) 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmnbimbingan dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang keRseRhatan reRproduksi.9 

6). Bidang KS – PK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) 

Tugas Pokok : 
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 MeRlaksanakan peRnyiapan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang keRluarga seRjahteRra dan peRmbeRrdayaan keRluarga. 

a). Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut 

Usia 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria, seRrta 

peRmnatauan dan eRvaluasi di bidang peRmbinaan keRluarga balita dan anak, seRrta 

keRtahanan keRluarga lanjut usia. 

b). Subbidang Bina Ketahanan Remaja 

Tugas Pokok : 

 MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan, dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang peRmbinaan keRtahanan reRmaja 

c). Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 

Tugas Pokok : 

  MeRlakukan peRnyiapan bahan peRmbinaan, peRmbimbingan dan fasilitasi 

peRlaksanaan keRbijakan teRknis, norma, standar, proseRdur, dan kriteRria, seRrta 

peRmantauan dan eRvaluasi di bidang peRmbeRrdayaan eRkonomi keRluarga. 
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4.3.5. Struktur Organisasi BKKBN 

Gambar 4.3.2 Struktur Organisasi BKKBN 
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Gambar 4.3.3. Struktur Organisasi Kelompok Kerja BKKBN 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

PeRneRlitian ini meRrupakan peRneRlitian kualitatif deRskriptif yang beRrtujuan 

untuk meRlihat Bagaimana StrateRgi BKKBN pada keRbijakan Program Bangga 

KeRncana dalam meRneRkan angka UnmeRt NeReRd. peRneRlitian ini dilakukan di KeRcamatan 

SeRnapeRlan, peRneRliti ingin meRlihat Bagaimana StrateRgi BKKBN dalam meRneRkan 

angka UnmeRt NeReRd ini deRngan meRnggunakan teRori yang dikeRmukakan oleRh GeRoff 

Mulgan deRngan 5 indikator yaitu tujuan, lingkungan, peRngarahan, tindakan dan 

peRmbeRlajaran. Hal ini akan dijeRlaskan seRbagai beRrikut : 

BKKBN teRlah meRngimpleRmeRntasikan beRrbagai strateRgi meRlalui Program 

Bangga KeRncana untuk meRneRkan angka UnmeRt NeReRd di KeRcamatan SeRnapeRlan. 

StrateRgi ini meRncakup eRdukasi, peRlatihan, sosialisasi, dan peRlayanan langsung. 

Tantangan utama adalah meRningkatkan keRsadaran dan meRngatasi keRtakutan 

masyarakat teRrhadap KB. Program ini meRnunjukkan keRmajuan deRngan peRnurunan 

UnmeRt NeReRd dari 13,22% meRnjadi 12,29%  dalam tiga bulan teRrakhir, meRnunjukkan 

keRbeRrhasilan strateRgi yang diteRrapkan 

StrateRgi BKKBN dalam Program Bangga KeRncana di KeRcamatan SeRnapeRlan 

teRlah meRmbawa dampak positif dalam meRnurunkan angka UnmeRt NeReRd. MeRlalui 

sosialisasi, peRlatihan bidan, peRlayanan door-to-door, dan distribusi alat kontraseRpsi 

gratis, program ini beRrhasil meRngurangi UnmeRt NeReRd. ERdukasi dan peRnyuluhan yang 

inteRnsif meRlalui beRrbagai meRdia juga meRningkatkan keRsadaran masyarakat teRntang 

peRntingnya KB.  PeRngarahan dari BKKBN dalam Program Bangga KeRncana di 

KeRcamatan SeRnapeRlan teRlah meRnurunkan angka UnmeRt NeReRd. Koordinasi dan 

komunikasi deRngan beRrbagai pihak, teRrmasuk advokasi keRpada peRmimpin lokal dan 
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tokoh masyarakat, juga meRmainkan peRran peRnting dalam meRningkatkan 

keRpeRrcayaan Masyarakat teRrhadap KB.  

Tindakan strateRgi teRlah diteRrapkan BKKBN. Tindakan ini meRliputi 

MeRndatangi langsung keRluarga UnmeRt NeReRd teRrseRbut dan meRmbeRrikan peRnyuluhan, 

peRlatihan SDM (seRpeRrti bidan dan peRtugas lapangan), seRrta sosialisasi meRlalui meRdia 

sosial dan kampanyeR langsung di masyarakat. Kolaborasi deRngan beRrbagai pihak, 

teRrmasuk Ikatan Bidan IndoneRsia (IBI). ERvaluasi rutin dan monitoring meRmastikan 

peRnggunaan anggaran seRsuai keRbutuhan. MeRskipun ada tantangan, tindakan 

strateRgis ini beRrhasil meRningkatkan keRsadaran dan peRngeRtahuan masyarakat teRntang 

KB, meRngurangi angka UnmeRt NeReRd, dan meRnyeRdiakan layanan seRrta fasilitas yang 

dibutuhkan. 

PeRmbeRlajaran adalah tahap kunci dalam meRnjalankan strateRgi, teRrutama 

untuk meRngatasi keRkurangan dan hasil yang tidak teRrduga. StrateRgi BKKBN untuk 

meRneRkan angka UnmeRt NeReRd di KeRcamatan SeRnapeRlan meRnghadapi beRbeRrapa 

keRndala, teRrmasuk pandangan beRragam masyarakat teRntang KB, faktor peRndidikan, 

akseRs peRlayanan, dan keRteRrbatasan anggaran. MeRski ada tantangan, upaya strateRgis 

BKKBN, seRpeRrti sosialisasi, peRlatihan SDM, dan peRnggunaan meRdia sosial, teRlah 

meRnunjukkan hasil positif. PeRmantauan meRlalui aplikasi SIGA meRmastikan 

kompeRteRnsi teRnaga keRseRhatan. ERvaluasi rutin dan rapat peRngeRndalian program 

meRmbantu meRngatasi peRrmasalahan seRcara ceRpat. Dukungan dari teRnaga keRseRhatan, 

seRpeRrti bidan, juga meRmainkan peRran peRnting dalam meRngeRdukasi dan meRyakinkan 

masyarakat. MeRskipun keRteRrbatasan anggaran meRngharuskan strateRgi kreRatif seRpeRrti 

meRmanfaatkan meRdia sosial, kolaborasi lintas seRktor dan peRndeRkatan yang beRrfokus 
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pada keRbutuhan masyarakat diharapkan dapat teRrus meRningkatkan program Bangga 

KeRncana dalam meRneRkan angka UnmeRt NeReRd di KeRcamatan SeRnapeRlan. 

Faktor PeRndukung dalam Program ini adalah peRlatihan dan peRningkatan 

KompeRteRnsi : PeRlatihan untuk bidan dan PKB seRpeRrti CTU dan ReRfreRshing PKB 

meRningkatkan kompeRteRnsi peRlayanan kontraseRpsi. Sosialisasi dan meRdia kreRatif, 

PeRnggunaan meRdia sosial dan eRvaluasi rutin meRlalui RADALGRAM meRmbantu 

meRmantau dan meRnsosialisasikan keRgiatan. KeRrjasama dan dukungan: keRrjasama 

antara BKKBN, puskeRsmas, dan masyarakat meRningkatkan keRbeRrhasilan Program 

Bangga KeRncana. 

Faktor peRnghambat yaitu KeRteRrbatasan Anggaran. Kurangnya anggaran 

meRnghambat peRlatihan dan sosialisasi langsung keRpada masyarakat. Sarana, dan 

fasilitas sarana meRdia tidak ada padahal hal teRrseRbut yang dibutuhkan peRtugas 

lapangan  meRnyeRbabkan keRsulitan dalam meRmbeRrikan peRlayanan KB. PeRngeRtahuan 

dan keRsadaran masyarakat, masih ada masyarakat yang kurang meRmahami manfaat 

Program Bangga KeRncana dan masih teRrpeRngaruh mitos neRgatif teRntang KB. 

6.2.Saran 
BeRrdasarkan peRneRlitian yang teRlah peRnulis lakukan, maka peRnulis 

meRnyarankan BKKBN untuk meRninjau faktor-faktor yang meRmbuat masyarakat 

tidak ingin beRr KB. SeRhingga mampu meRnjadikan hambatan ini seRbagai peRluang 

untuk leRbih dapat meRngoptimalkan  Program Bangga KeRncana. 

Saran untuk Masyarakat 

Untuk meRndukung peRnurunan angka UnmeRt NeReRd, masyarakat KeRcamatan 

SeRnapeRlan diharapkan leRbih aktif meRngikuti keRgiatan sosialisasi dan eRdukasi teRntang 

KB yang diadakan oleRh BKKBN. Partisipasi aktif dalam peRlatihan dan peRnyuluhan, 
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seRrta konsultasi deRngan teRnaga keRseRhatan, sangat peRnting. Masyarakat juga 

seRbaiknya meRmanfaatkan meRdia sosial reRsmi BKKBN untuk meRndapatkan 

informasi akurat dan teRrkini teRntang program KB. Dukungan keRluarga dan 

keRrjasama deRngan tokoh masyarakat juga akan meRningkatkan keRbeRrhasilan 

program. 

Saran untuk Pemerintah 

PeRmeRrintah diharapkan meRningkatkan alokasi anggaran untuk program 

Bangga KeRncana dan meRnyeRdiakan leRbih banyak fasilitas dan peRralatan meRdis yang 

dipeRrlukan. PeRlatihan beRrkala dan inseRntif bagi teRnaga keRseRhatan peRrlu ditingkatkan 

untuk meRmpeRrkuat kualitas SDM. PeRnggunaan teRknologi seRpeRrti aplikasi 

peRmantauan dan inovasi dalam eRdukasi KB meRlalui teRknologi juga sangat 

disarankan. Monitoring dan eRvaluasi beRrkala teRrhadap program yang beRrjalan akan 

meRmbantu meRngideRntifikasi keRkurangan dan meRmpeRrbaikinya seRcara ceRpat. 

PeRndeRkatan beRrbasis komunitas dan peRlibatan peRmimpin lokal dalam kampanyeR dan 

eRdukasi KB juga sangat peRnting untuk meRningkatkan keRpeRrcayaan dan partisipasi 

masyarakat. 
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Pedoman Wawancara 

Strategi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana 

Nasional Pada Kebijakan Program Bangga Kencana Dalam 

Menekan Angka Unmet Need Di Kecamatan Senapelan Kota 

Pekanbaru 

Indikator  : GeRoff Mulgan (2009)  

1. Tujuan (PurposeRs)  

2. Lingkungan (ERnvirontmeRnt)  

3. PeRngarahan (DireRction)  

4. Tindakan (Action)  

5. PeRmbeRlajaran (LeRarning)  

 

A. Karakteristik Responden 

Nama  : 

…………………………………………………….... 

JeRnis KeRlamin : 

…………………………………………………….... 

Umur   : 

…………………………………………………….... 

Alamat  : 

…………………………………………………….... 

No HP  : 

…………………………………………………….... 

 

B. Pertanyaan 

a) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan  Kesehatan Reproduksi 

Tujuan (Purposes)  

1. Apakah keRbijakan Program Bangga KeRncana teRlah di teRrapkan untuk 

meRneRkan angka umneRt neReRd  di keRcamatan seRnapeRlan kota PeRkanbaru?  

2. Apakah UnmeRt NeReRd KB Adalah seRbuah peRrmasalahan yang harus 

diatasi? 

3. Apakah ada keRbijakan publik atau peRrundang undangan yang 

meRngatur teRntang UnmeRt NeReRd ini ? 

4. Apa tujuan dari keRbijakan Program Bangga KeRncana  

5. Apa tujuan BKKBN khususnya dalam rangka peRneRkanan angka 

UnmeRt NeReRd ini ? 

6. Apakah ada masalah atau keRndala yang dihadapi BKKBN dalam 

meRlakukan program ini?  
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7. Apakah strateRgi khusus untuk di seRnapeRlan? 

8. Apa keRndala yang dihadapi oleRh BKKBN dalam meRneRkan angka 

UnmeRt NeReRd ini khususnya di keRcamatan seRnapeRlan ? 

Lingkungan (Environtment)  

1. Bagaimana KB-KR meRnilai dampak dari strateRgi dan program yang 

teRlah dilakukan teRrhadap keRseRjahteRraan masyarakat seRnapeRlan?  

2. Bagaimana reRspon masyarakat adanya Program Bangga KeRncana?  

3. Apakah ada strateRgi khusus untuk wilayah wilayah yang UnmeRt NeRe Rd 

nya tinggi ? 

4. Lingkungan seRpeRrti apa yang diharapkan oleRh BKKBN untuk 

meRndukung dalam keRbeRrhasilan peRnurunan angka UnmeRt NeReRd ini ? 

5. Bagaimana cara BKKBN untuk meRnghadapi faktor sosial budaya. 

Contohnya seRpeRrti ada yang tidak peRrcaya deRngan KB 

Pengarahan (Direction)  

1. Bagaimana beRntuk peRngarahan yang dilakukan KB-KR keRpada pihak 

yang teRrkait dalam meRneRkan umneRt neReRd di seRnapeRlan?  

2. Apakah ada peRngawasan yang di lakukan untuk meRmantau 

beRrjalannya program teRrseRbut?  

3. Adakah hambatan teRrhadap pihak² yang meRnjalan program bangga 

beRreRncana?  

Tindakan (Action)  

1. Bagaimana tindakan KB-KR  teRrhadap strateRgi yang teRlah dibuat?  

2. Bagaimana KB_KR  meRmastikan bahwa keRbijakan atau program 

teRrseRbut beRrjalan deRngan baik?  

3. Tindakan seRpeRrti apa yang dilakukan KB-KR jika angka UnmeRt NeRe Rd 

teRrus meRningkat? 

4. Apa tindakan yang dilakukan oleRh BKKBN dalam meRnurunkan angka 

UnmeRt NeReRd ini khususnya di keRcamatan seRnapeRlan  

Pembelajaran (Learning)  

1. Bagaimana cara KB-KR meRndukung  program bangga beRreRncana 

untuk meRneRkan umneRt neReRd di keRcamatan seRnapeRlan? Adakah program 

peRlatihan?  

2. Bagaimana  KB-KR meRnangani masalah atau tantangan yang  muncul   

dalam peRlaksanakan keRbijakan atau program teRrseRbut?  

3. Apakah ada bantuan teRknisi dalam meRlaksanakan program teRrseRbut?  
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b) Kepala Sub Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan (Purposes)  

1. Apakah peRlatihan yang teRlah di lakukan untuk meRnunjang  Program 

Bangga KeRncana teRlah di teRrapkan untuk meRneRkan angka umneRt neReRd  

di keRcamatan seRnapeRlan kota PeRkanbaru?  

2. Apakah peRlatihan mampu meRngeRlola Program Bangga KeRncana?  

3. Apakah ada masalah dalam  meRnjalankanpeRlatihan dalam Program 

teRrseRbut??  

Lingkungan (Environtment)  

1. Bagaimana Litbang meRnilai dampak dari peRlatihan yang di lakukan 

dalam program yang teRlah dilakukan teRrhadap keRseRjahteRraan 

masyarakat seRnapeRlan?  

2. Bagaimana reRspon pihak-pihak yang ikut peRlatihan  yang teRrkait dalam 

meRnjalankan Program Bangga KeRncana?  

Pengarahan (Direction)  

1. Bagaimana beRntuk peRngarahan peRlatihan yang dilakukan Litbang 

keRpada pihak yang teRrkait dalam meRneRkan umneRt neReRd di seRnapeRla ?  

2. Apakah ada peRngawasan yang di lakukan untuk meRmantau 

beRrjalannya  peRlatihan dalam program teRrseRbut?  

3. Adakah hambatan teRrhadap pihak² yang meRnjala peRlatihan dalam  

Program Bangga KeRncana?  

Tindakan (Action)  

1. Bagaimana tindakan litbang teRrhadap peRlatihan yang teRlah dibuat?  

2. Bagaimana Litbang  meRmastikan bahwa peRlatihan yang di laksanakan 

dapat meRmbantu dalam  program teRrseRbut beRrjalan deRngan baik?  

3. Tindakan seRpeRrti apa yang dilakukan litbang  untuk meRngeRfeRktifkan 

peRlatihan  teRrseRbut?  

Pembelajaran (Learning)  

1. Bagaimana cara Litbang  meRndukung  Program Bangga KeRncana 

untuk meRneRkan umneRt neReRd di keRcamatan seRnapeRlan?  

2.  Bagaimana Litbang meRnangani masalah atau tantangan yang muncul  

dalam peRlaksanakan program teRrseRbut  

 

c) Sub Koordinator Advokasi dan KIE  

Tujuan (Purposes)  

1. Apakah  meRdia yang digunakan dalam meRnsosialisaikan program 

Program Bangga KeRncana teRlah di teRrapkan keR masyarakat  di 

keRcamatan seRnapeRlan kota PeRkanbaru?  
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2. Apa sosialisasi  Program Bangga KeRncana teRrsamapaikan keRpada 

masyarakat?  

3. Apakah ada masalah atau keRndala yang dihadapi KIER dalam 

meRlakukan program ini dalam meRngkampanyeRkan KB?  

Lingkungan (Environtment)  

1. Bagaimana KIE R meRnilai dampak kampanyeR program yang teRlah 

dilakukan teRrhadap keRseRjahteRraan masyarakat seRnapeRlan?  

2. Bagaimana reRspon masyarakat  teRrhadap kampanyeR atau sosialisai 

beRrupa meRdia onlineR ataupun offlineR teRntang Program Bangga 

KeRncana?  

Pengarahan (Direction)  

1. Bagaimana beRntuk peRngarahan yang dilakukan bidang KIER keRpada 

pihak yang teRrkait dalam meRneRkan umneRt neReRd di seRnapeRlan ?  

2. Apakah ada peRngawasan yang di lakukan untuk meRmantau 

beRrjalannya program teRrseRbut?  

3. Adakah hambatan teRrhadap pihak² yang meRnjalan program bangga 

beRreRncana?  

Tindakan (Action)  

1. Bagaimana tindakan bidang KIER teRrhadap strateRgi yang teRlah dibuat?  

2. Bagaimana KIE R meRmastikan bahwa program teRrseRbut beRrjalan deRngan 

baik dan masyarakat meRneRrima?  

3. Tindakan seRpeRrti apa yang dilakukan KIER  dlama meRnsiasati salam 

meRnyampaikan keR masyrakat?  

Pembelajaran (Learning)  

1. Bagaimana cara bidang KIER meRndukung  Program Bangga KeRncana 

untuk meRneRkan umneRt neReRd di keRcamatan seRnapeRlan? Adakah 

kampanyeR yang ampuh di lakukan ?  

2. Bagaimana bidang KIER meRnangani masalah atau tantangan yang 

muncul  dalam peRlaksanakan program teRrseRbut?  

3. Apakah ada KampanyeR yang beRrmasalah?  

 

d) Sub Koordinator Keuangan & BMN  

Tujuan (Purposes)  

1. Apakah anggaran Program Bangga KeRncana teRlah di teRrapkan untuk 

meRneRkan angka umneRt neReRd  di keRcamatan seRnapeRlan kota PeRkanbaru?  

2. Apa peRnditribusian sarana dan prasana Program Bangga KeRncana 

teRlah seRsuai yang di ditribusikan  

3. Apakah ada masalah atau keRndala dalam  peRndistribusian sarana dan 

prasana yang dihadapi  dalam meRlakukan program ini?  
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Lingkungan (Environtment)  

1. Bagaimana keRbijakan bidang peRngeRlola keRuangan  jika ada dampak 

yang timbul dari strateRgi dan program yang teRlah dilakukan teRrhadap 

keRseRjahteRraan masyarakat seRnapeRlan?  

2. Bagaimana reRspon masyarakat teRrhadap keRteRrseRdiaan sarana dan 

prasarana saat ingin meRlakukan Program Bangga KeRncana?  

Pengarahan (Direction)  

1. Bagaimana beRntuk peRngarahan yang dilakukan peRngeRlola sarana dan 

prasana dalam meRndirtribusikan keRpada pihak yang teRrkait dalam 

meRneRkan umneRt neReRd di seRnapeRla ?  

2. Apakah ada peRngawasan yang di lakukan untuk meRmantau 

beRrjalannya program teRrseRbut?  

3. Adakah hambatan  dalam peRndistribusian teRrhadap pihak² yang 

meRnjalan program bangga beRreRncana?  

 Tindakan (Action)  

1. Bagaimana tindakan peRngeRlola keRuangan teRrhadap anggaran  yang 

teRlah dibuat?  

2. Bagaimana peRngeRlola sarana dan prasarana  meRmastikan bahwa  ini 

eRfeRktif untuk   program teRrseRbut beRrjalan deRngan baik?  

3. Tindakan seRpeRrti apa yang dilakukan peRngeRlola keRuangan dalam 

meRngatur anggaran program teReRseRbut?  

Pembelajaran (Learning)  

1. Bagaimana cara peRngeRlola keRuangan  meRndukung  program bangga 

beRreRncana untuk meRneRkan umneRt neReRd di keRcamatan seRnapeRlan? 

Adakah program peRlatihan?  

2. Bagaimana peRngeRlola keRuangan  meRnangani masalah atau tantangan 

yang muncul  dalam peRlaksanakan keRbijakan atau program teRrseRbut?  

3. Apakah ada bantuan teRknisi dalam meRlaksanakan program teRrseRbut?  

e) Bidan  

Tujuan (Purposes)  

1. Apakah keRbijakan seRsuai deRngan prakteRk dilapangan dalam 

meRlaksnakan  Program Bangga KeRncana teRlah di teRrapkan untuk 

meRneRkan angka umneRt neReRd  di keRcamatan seRnapeRlan kota PeRkanbaru?  

2. Apa peRlatihan yang di lakuakan oleRh bidan dapat di teRrapkan dalam 

meRnjalankan  Program Bangga KeRncana  

3. Apakah ada masalah atau keRndala yang dihadapi Bidan  dalam 

meRlakukan program ini?  
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Lingkungan (Environtment)  

1. Bagaimana bidan meRmbuat  strateRgi dalam program ini untuk meRnarik 

minata dan keRseRjahteRraan masyarakat seRnapeRlan?  

2. Bagaimana reRspon masyarakat adanya Program Bangga KeRncana?  

Pengarahan (Direction)  

1. Bagaimana beRntuk peRngarahan yang dilakukan bidan  keRpada pihak 

yang jika meRrasakan peRolakan dalam program ini ?  

2. Apakah ada peRngawasan yang di lakukan untuk meRmantau 

beRrjalannya program teRrseRbut?  

3. Adakah hambatan  bidan teRrhadap masyarakat yang tidak meRmahami  

program bangga beRreRncana?   

 Tindakan (Action)  

1. Bagaimana tindakan bidan dalam meRnyakinkan pasieRn untuk beRr kB?  

2. Bagaimana bidan meRmastikan keRbutuhan KB teRrcukupii seRrta 

meRmbeRrikan saran ?  

3. Tindakan seRpeRrti apa yang dilakukan Bidan keRtika meRndapatkan 

PasieRn yang meRmiliki peRmikiran jeRleRk teRrhadap KB?  

Pembelajaran (Learning)  

1. Bagaimana bidan meRmbeRrikan peRngarahan keRpada pasieRn ayang 

ingin ataupun tidak dalam beRr kB?  

2. Bagaimana Bidan meRnangani masalah  atau tantangan yang 

muncul  dalam peRlaksanakan keRbijakan atau program teRrseRbut?  

3. Apakah ada bantuan teRknisi dalam meRlaksanakan program 

teRrseRbut? 

f) KB (NON-UNMET NEED) 

g) NON-KB (UNMET NEED) 

Tujuan (Purpose)  

1. Apakah anda meRmiliki keRkhawatiran atau keRtakutan teRrteRntu teRrkait 

peRnggunaan KB?  

2. Bagaimana anda meRnilai keRamanan dan eRfeRktifitas peRnggunaan KB?  

3. MeRngapa meRnurut Anda peRnting bagi masyarakat untuk 

meRngeRndalikan jumlah anak yang dimiliki? 

Lingkungan (Environment)   

1. Apakah Anda meRngeRtahui adanya keRlompok keRgiatan bina keRluarga 

lansia di lingkungan Anda? Jika ya, jeRlaskan bagaimana keRlompok 

teRrseRbut meRmbantu dalam meRningkatkan keRseRjahteRraan lansia di 

komunitas Anda  

2. Apakah Anda meRngeRtahui adanya keRlompok keRgiatan bina keRluarga 

balita di lingkungan Anda? Jika ya, jeRlaskan bagaimana keRlompok 
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teRrseRbut meRmbantu dalam meRningkatkan keRseRjahteRraan balita di 

daeRrah Anda  

3. Apakah Anda teRlah meRndapatkan informasi atau peRlatihan teRrkait KB 

dari Poktan? Jika ya, bagaimana peRngalaman Anda meRngikuti 

keRgiatan teRrseRbut?  

4. Bagaimana peRndapat Anda teRntang peRntingnya peRran fasilitas 

keRseRhatan yang meRndukung dalam meRningkatkan keRsadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam program KB?  

5. Apakah Anda meRrasa adanya peRlatihan atau peRnyuluhan yang 

diseRleRnggarakan oleRh peRtugas keRseRhatan akan meRningkatkan 

keRsadaran dan peRngeRtahuan masyarakat teRntang KB?  

Pengarahan (Direction) 

1. Apakah Bpk/Ibu peRrnah meRneRrima peRnyuluhan meRngeRnai program 

Bangga KeRncana meRlalui meRdia sosial? Jika ya, bagaimana 

peRngalaman Anda?  

2. MeRnurut Bpk/Ibu peRrnah meRneRrima informasi atau peRnyuluhan 

teRntang program KB meRlalui peRmangku keRbijakan (RT,RW,Camat, 

dll) ? Jika ya, bagaimana peRngalaman Anda?  

Tindakan 

1. Apakah Anda meRngeRtahui bahwa alat kontraseRpsi modeRrn seRpeRrti pil, 

kondom, atau suntikan KB teRrseRdia seRcara gratis di fasilitas keRseRhatan 

di wilayah Anda?  

2. Apakah Anda teRlah meRmanfaatkan layanan atau fasilitas yang 

meRnyeRdiakan alat kontraseRpsi modeRrn seRcara gratis di wilayah Anda? 

Jika tidak, meRngapa?  

3. Apakah Anda meRngeRtahui layanan KB beRrgeRrak di wilayah Anda?  

4. Apakah anda meRngeRtahui layanan KB beRrgeRrak di daeRrah anda? Jika 

iyaa, akankah anda meRmakai layanan itu untuk keRbutuhan anda dalam 

keRluarga?  

Pembelajaran:  

1. apakah anda meRndapatkan simulasi dalam beRr KB oleRh para teRnaga 

keRrja BKKBN seRpeRrti bidan?  

2. Apakah anda peRrnah meRngikuti peRlayanan keRluarga beRreRncana di 

daeRrah anda?  

 

h) PLKB 

Tujuan (Purposes)  

1. Apakah keRbijakan seRsuai deRngan prakteRk dilapangan dalam 

meRlaksanakan Program Bangga KeRncana teRlah di teRrapkan untuk 

meRneRkan angka umneRt neReRd di keRcamatan seRnapeRlan kota PeRkanbaru?  
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2. Apakah peRlatihan yang di lakukan oleRh PLKB dapat di teRrapkan dalam 

meRnjalankan Program Bangga KeRncana ? 

3. Apakah ada masalah atau keRndala yang dihadapi PLKB dalam 

meRlakukan program ini?  

4. Apa harapan PKB di KeRcamatan SeRnapeRlan keRpada BKKBN agar 

teRrcapai deRngan maksimal Program Bangga KeRncana di keRcamatan 

khususnya di keRlurahan maupun di keRcamatan seRnapeRlan ? 

5. Apa dampak seRteRlah dilakukan strateRgi ini? 

 

Lingkungan (Environtment)  

1. Bagaimana PLKB meRmbuat strateRgi dalam program ini untuk meRnarik 

minat masyarakat seRnapeRlan?  

2. Bagaimana reRspon masyarakat adanya Program Bangga KeRncana? 

3. MeRngapa  KeRcamatan SeRnapeRlan meRnjadi keRcamatan teRrtinggi angka 

UnmeRt NeReRd nya? Apa peRnyeRbabnya 

4. Apakah aktif keRgiatan poktan seRpeRrti BKB BKR BKL disini ? 

5. Adakah hambatannya  dalam peRlaksanaan peRmbinaan BKB BKR 

BKL? 

6. Apakah ada anggaran untuk keRgiatan ini? 

7. Apa dampaknya dari peRmbinaan BKB BKR BKL ini ? 

8. Apa ada hubungan peRmbinaan BKB BKR BKL teRrhadap peRneRkana 

UnmeRt NeReRd ini 

Pengarahan (Direction)  

1. Bagaimana beRntuk peRngarahan yang dilakukan PLKB keRpada pihak 

yang jika meRrasakan peRnolakan dalam program ini?  

2. Apakah ada peRngawasan yang di lakukan untuk meRmantau 

beRrjalannya program teRrseRbut?  

3. Adakah hambatan PLKB teRrhadap masyarakat yang tidak meRmahami 

program bangga beRreRncana?  

Tindakan (Action)  

1. Bagaimana tindakan PLKB dalam meRlakukan peRnyuluhan keRpada  

2. masyarakat untuk beRr kB?  

3. Bagaimana PLKB meRmastikan keRbutuhan KB teRrcukupi seRrta 

meRmbeRrikan saran ?  

4. Tindakan seRpeRrti apa yang dilakukan PLKB keRtika meRndapatkan 

PasieRn yang meRmiliki peRmikiran jeRleRk teRrhadap KB?  

5. Kapan PKB meRlakukan jadwal peRnyuluhan dan peRlayanan KB 

keRkeRlurahan yang ada di KeRcamatan SeRnapeRlan 

Pembelajaran (Learning)  
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1. Bagaimana PKB meRmbeRrikan peRngarahan keRpada pasieRn yang ingin 

ataupun tidak dalam beRr kB?  

2. Bagaimana PKB meRnangani masalah atau tantangan yang muncul 

dalam peRlaksanakan keRbijakan atau program teRrseRbut?  

3. Solusi apa yang PKB lakukan untuk meRnutupi hambatan kineRrja PKB 

dalam meRnsukseRskan Program Bangga KeRncana teRrkait dalam rangka 

peRnurunan angka UnmeRt NeReRd ini ? 

4. Apakah Ibu peRrnah ikut program reRfreRshing PKB / peRningkatan 

kompeRteRnsi PKB yang diadakan oleRh BKKBN? Jika peRrnah, 

bagaimana peRngalaman ibu meRngikuti  program reRfreRshing PKB / 

PeRningkatan KompeRteRnsi PKB itu? 

5. MeRnurut ibu program program reRfreRshing PLKB / peRningkatan 

kompeRteRnsi PKB teRrseRbut dibutuhkan tidak bagi para PKB khususnya 

ibu pribadi? 

6. MeRnurut ibu, apa tujuan BKKBN meRngadakan program reRfreRshing 

PLKB / peRningkatan kompeRteRnsi PKB itu? 

7. SeRteRlah ibu meRngikuti program reRfreRshing PLKB / PeRningkatan 

kompeRteRnsi PKB teRrseRbut, apa yang ibu dapatkan? 

8. Harapan ibu apa untuk keRgiatan reRfreRshing PLKB / PeRningkatan 

kompeRteRnsi PKB ini? 
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